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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.06/2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan

Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali

Barang Milik Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Keuangan tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kembali Barang Milik Negara;

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penilaian @ Kembali Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 175);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
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Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017
tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.

Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara.
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman

serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.



10.

11.

12.
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Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Negara.

Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang yang
selanjutnya disingkat UAKPB adalah wunit akuntansi
Barang Milik Negara pada tingkat Satuan Kerja/KPB
yang memiliki ~wewenang mengurus dan/atau
menggunakan Barang Milik Negara.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit
akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat wilayah atau
unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPB-W dan
melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik
Negara dari UAKPB.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1
yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit
akuntansi Barang Milik Negara pada tingkat eselon 1
yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang
Milik Negara dari UAPPB-W dan UAKPB yang langsung
berada dibawahnya.

Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Penilai
Direktorat Jenderal adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh
kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian,
termasuk atas hasil penilaiannya secara independen.
Penilaian Kembali adalah proses revaluasi sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan yang metode penilaiannya
dilaksanakan sesuai Standar Penilaian.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa

Barang Milik Negara pada saat tertentu.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi Barang
Milik Negara dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban
pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kementerian @ Negara  yang  selanjutnya  disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan
instansi lain Pengguna Barang yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disingkat DJKN adalah Unit Eselon I pada Kementerian
Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang kekayaan negara, piutang, dan lelang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan
negara, piutang, dan lelang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang

selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal
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22.
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Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kanwil DJKN.
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub
sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang
sama.

Sistem Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara adalah
subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang
merupakan serangkaian  prosedur yang = saling
berhubungan untuk mengolah dokumen sumber guna
menghasilkan informasi untuk penyusunan Neraca dan
Laporan Barang Milik Negara (Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik

Negara/SIMAK BMN).

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN berupa Aset Tetap.
Penilaian Kembali BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi kegiatan:
a. penyediaan data awal,
b. Inventarisasi;

Penilaian;

a0

penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan
Penilaian;

e. tindak lanjut hasil Inventarisasi dan Penilaian;

f. monitoring dan evaluasi; dan

g. penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Ketiga
Objek Penilaian Kembali

Pasal 3
Objek Penilaian Kembali BMN berupa Aset Tetap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan
terhadap:
a. Tanah;
b. Gedung dan Bangunan; dan
c. Jalan, Irigasi dan Jaringan,
pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi
BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.
Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. Jalan dan Jembatan; dan
b. Bangunan Air.
Selain Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Penilaian Kembali BMN dilaksanakan terhadap Aset
Tetap tersebut pada Kementerian/Lembaga yang sedang

dilaksanakan Pemanfaatan.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 4
Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang dalam
pelaksanaan  Penilaian Kembali berwenang dan
bertanggung jawab untuk:
a. merumuskan kebijakan dan strategi Penilaian
Kembali BMN;
b. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN;

c. melaksanakan Penilaian BMN;



(2)

(3)

(1)

(2)
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d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN; dan

e. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN kepada Presiden.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri Keuangan selaku

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan dapat

menunjuk pejabat struktural di lingkungan DJKN untuk

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat nasional

dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Pusat.

Tim Koordinasi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertugas untuk:

a. menyiapkan usulan kebijakan dan pedoman serta
langkah pelaksanaan Penilaian Kembali BMN;

b. menetapkan target penyelesaian Penilaian Kembali
BMN secara nasional;

c. melakukan koordinasi dengan seluruh
Kementerian/Lembaga, Kanwil DJKN, dan KPKNL
dalam perencanaan dan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN;

d. melakukan sosialisasi Penilaian Kembali BMN kepada
Pengguna Barang, Kanwil DJKN, dan KPKNL;

e. melakukan pembinaan pelaksanaan  Penilaian
Kembali BMN kepada Pengguna Barang, Kanwil
DJKN, dan KPKNL;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang,
Kanwil DJKN, dan KPKNL;

g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN secara nasional dan menyampaikannya
kepada Menteri Keuangan; dan

h. tugas lain yang diperintahkan oleh Menteri Keuangan.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab
Tim Koordinasi Tingkat Pusat ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN pada tingkat daerah

dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Tingkat Daerah

sesuai dengan wilayah kerja Kanwil DJKN.

Tim Koordinasi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertugas untuk:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja
Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN
yang bersangkutan sesuai dengan target
penyelesaian Penilaian Kembali BMN secara nasional,

b. melaksanakan sosialisasi;

c. melakukan pembinaan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang
bersangkutan;

d. mengoordinasikan pembentukan Tim Pelaksana pada
KPKNL dengan memperhatikan rencana kerja dan
beban kerja di wilayah kerja Kanwil DJKN yang
bersangkutan;

e. mengoordinasikan pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang bersangkutan;

f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN
yang bersangkutan; dan

g. menyusun konsep laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN di wilayah kerja Kanwil DJKN yang
bersangkutan untuk disampaikan kepada Kepala
Kanwil DJKN.

Struktur dan susunan keanggotaan serta tanggung jawab

Tim Koordinasi Tingkat Daerah ditetapkan dengan

Keputusan Menteri Keuangan.

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri Keuangan.
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(2)
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Pasal 7

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan oleh

KPKNL dan KPB.

Kepala KPKNL berwenang dan bertanggung jawab untuk:

a.

menyusun rencana kerja Penilaian Kembali BMN di
wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan;
melaksanakan sosialisasi Penilaian Kembali BMN
kepada KPB di wilayah kerjanya;

membentuk Tim Pelaksana;

melakukan Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan
Penilaian Kembali dengan KPB;

melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN di wilayah kerjanya; dan
menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali

BMN di wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengguna Barang dan KPB

Pasal 8

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang

berwenang dan bertanggung jawab untuk:

a.

melakukan sosialisasi pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN hingga jenjang KPB dalam lingkup Pengguna
Barang yang bersangkutan,;

mengoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN
pada lingkup Pengguna Barang yang bersangkutan;
menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan
untuk Inventarisasi dan Penilaian BMN yang menjadi
tanggung jawab Pengguna Barang;

melaksanakan Inventarisasi BMN;

melaksanakan tindak lanjut hasil Inventarisasi dan
Penilaian BMN;

menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN pada lingkup Pengguna Barang yang

bersangkutan; dan
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(2)

-10-

g. menyampaikan laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN tingkat Pengguna Barang kepada
Pengelola Barang.

Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan

Lembaga selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat

eselon I yang membidangi pengelolaan BMN, seperti

Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris

Utama/Jaksa Agung Muda Pembinaan/Kepala Badan

Sarana Pertahanan/Asisten Kapolri Bidang Sarana dan

Prasarana/Pimpinan  Kesekretariatan/Kepala  Badan

Urusan Administrasi/Deputi Bidang Administrasi/

Direktur Utama.

Pasal 9

KPB berwenang dan bertanggung jawab untuk:

a.

menyiapkan data awal dan dokumen yang diperlukan
untuk Penilaian Kembali BMN yang menjadi tanggung
jawab KPB;

melakukan Inventarisasi BMN yang berada pada
penguasaannya;

melakukan koreksi data dan nilai BMN melalui Sistem
Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil
Inventarisasi dan Penilaian BMN;

melakukan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian
BMN dengan KPKNL;

melakukan tindak lanjut hasil Inventarisasi BMN; dan
menyusun laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang secara

berjenjang.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

11 2017, No.1185

BAB III
PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Bagian Kesatu

Tim Pelaksana

Pasal 10
Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN melaksanakan
Inventarisasi dan Penilaian BMN.
Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur KPB dan unsur Pengelola Barang.
Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang
terdiri atas:
a. Penilai Direktorat Jenderal; dan
b. pegawai pada Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
pada KPKNL dan/atau pegawai pada Seksi lain/Sub
Bagian pada KPKNL.
Dalam hal diperlukan, Kepala KPKNL dapat meminta
bantuan tenaga dari Kanwil DJKN/Kantor Pusat DJKN
untuk menjadi bagian dari anggota Tim Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Tim Pelaksana bertanggung jawab untuk:
a. menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian
BMN;
b. menyampaikan laporan hasil Inventarisasi dan
Penilaian BMN kepada Kepala KPKNL; dan
c. melakukan monitoring atas pelaksanaan:
1. koreksi data dan nilai BMN hasil Inventarisasi dan
Penilaian; dan
2. Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN
antara KPB dengan KPKNL.
Tim Pelaksana yang berasal dari unsur KPB bertanggung
jawab untuk:
a. melakukan pencocokan data awal BMN yang akan
dilakukan Inventarisasi dan Penilaian BMN;
b. melakukan Inventarisasi; dan

c. menyusun laporan hasil Inventarisasi.
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(8)

(1)
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Tim Pelaksana yang berasal dari unsur Pengelola Barang

bertanggung jawab untuk:

a. melakukan pencocokan dan klarifikasi data awal
BMN yang akan dilakukan Inventarisasi dan
Penilaian BMN;

b. mengumpulkan data terkait kebutuhan pengelolaan
dan penilaian BMN;

c. melakukan Penilaian BMN; dan

d. menyusun laporan hasil Penilaian.

Tim Pelaksana Penilaian Kembali BMN dibentuk oleh

Kepala KPKNL.

Bagian Kedua

Penyediaan Data Awal

Pasal 11

Dalam Penilaian Kembali BMN, UAKPB menyediakan

data awal BMN yang terdiri atas:

a. data BMN yang menjadi objek Penilaian Kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal
dari Sistem Aplikasi Penatausahaan BMN pada
masing-masing Pengguna Barang/KPB;

b. profil KPB;

c. formulir pendataan objek Penilaian Kembali; dan

d. dokumen lain terkait BMN yang diperlukan.

Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a paling sedikit terdiri atas:

a. kode barang;

b. nama barang;

c. nomor urut pendaftaran;

d. tanggal perolehan;

e. kuantitas;

f. harga perolehan;

g. akumulasi penyusutan; dan
h. nilai buku.



(3)

(4)

(S)

(1)

(2)
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Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:
a. Daftar Barang Kuasa Pengguna;
b. buku barang;
c. Kartu Identitas Barang;
Laporan Barang Kuasa Pengguna semesteran dan
tahunan;
e. dokumen kepemilikan BMN;
f. dokumen pengelolaan dan penatausahaan BMN; dan
g. dokumen lainnya yang diperlukan.
Data awal BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada KPKNL sebelum pelaksanaan
Penilaian.
Penyediaan data awal BMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Inventarisasi

Pasal 12

Inventarisasi dilakukan berdasarkan Kertas Kerja
Inventarisasi.
Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana dari unsur KPB.
Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam
laporan hasil Inventarisasi.
Laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas:
a. rekapitulasi hasil Inventarisasi;
b. daftar barang hasil Inventarisasi barang baik;

daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak ringan;

c
d. daftar barang hasil Inventarisasi barang rusak berat;

®

daftar barang hasil Inventarisasi barang berlebih;

™

daftar barang hasil Inventarisasi barang tidak

ditemukan;
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g. daftar barang hasil Inventarisasi barang dalam
sengketa;

h. catatan atas hasil Inventarisasi; dan

i. surat keterangan dari KPB/pejabat yang ditunjuk
mengenai kebenaran hasil pelaksanaan Inventarisasi.

Pelaksanaan Inventarisasi serta penyusunan format

kertas kerja Inventarisasi dan laporan hasil Inventarisasi

dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 13

Penilaian BMN dilakukan dengan menggunakan:
a. pendekatan data pasar;
b. pendekatan biaya; dan/atau
c. pendekatan pendapatan.
Penggunaan pendekatan Penilaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan
efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian Penilaian.
Berdasarkan pertimbangan dalam penggunaan
pendekatan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Penilaian dilakukan dengan:
a. survei lapangan, untuk objek Penilaian Kembali

berupa Tanah; dan
b. tanpa survei lapangan, untuk objek Penilaian

Kembali selain Tanah.

Pasal 14

Pelaksanaan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang Penilaian BMN.
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Pasal 15

Penilaian tidak dilakukan terhadap:

a. BMN yang telah mendapat persetujuan penghapusan atau
pemindahtanganan dari Pengelola Barang/Pengguna
Barang; dan

b. BMN yang secara fisik tidak ditemukan berdasarkan
laporan hasil Inventarisasi.

Pasal 16

(1) Hasil Penilaian BMN untuk Penilaian Kembali dituangkan

dalam laporan hasil Penilaian.

(2) Laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun dengan menggunakan format tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Penyusunan Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian

Pasal 17

(1) Berdasarkan hasil Inventarisasi BMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dan hasil Penilaian BMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Tim Pelaksana
menyusun laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN.

(2) Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada KPB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (4); dan

b. laporan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1).

(3) Tim Pelaksana menyelesaikan laporan hasil Inventarisasi
dan Penilaian BMN pada KPB sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lama 10 (hari) kerja setelah tanggal
terakhir pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN.

(4) Penyusunan laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian
BMN dilakukan sesuai dengan ketentuan tercantum
dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Tindak Lanjut

Pasal 18
Tindak lanjut atas hasil Penilaian Kembali BMN terdiri atas:
a. penyelesaian BMN berlebih;
b. penyelesaian BMN yang tidak ditemukan;

o

penyelesaian BMN dalam sengketa;

p

penyelesaian BMN yang dikuasai/dimanfaatkan

oleh pihak lain sebelum mendapatkan persetujuan

dari Pengelola Barang;

e. penyelesaian BMN yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna
Barang/KPB; dan

f. koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, huruf b, dan huruf c, dilakukan sesuai dengan

tata cara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d dan huruf e dilakukan sesuai dengan tata cara

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Bagian Kedua

Koreksi Data dan Nilai BMN

Pasal 19
Koreksi data dan nilai BMN pada Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf f dilakukan KPB melalui Sistem
Aplikasi Penatausahaan BMN berdasarkan laporan hasil

Inventarisasi dan Penilaian.
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Koreksi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
perubahan kondisi dan luas.

Koreksi nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap nilai perolehan dan nilai akumulasi
penyusutan Aset Tetap.

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang telah dilakukan
koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi nol.
Nilai BMN hasil Penilaian Kembali menjadi nilai perolehan
baru.

Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih tinggi
dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut
diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan.
Dalam hal nilai BMN hasil Penilaian Kembali lebih rendah
dari nilai buku BMN sebelum koreksi maka selisih tersebut
diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
Koreksi nilai hasil penilaian BMN tidak mengakibatkan
perubahan penyajian kelompok BMN yang semula
sebagai intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Koreksi data dan nilai BMN dilakukan paling lama
S5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian laporan hasil
Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (3).

(10) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan dalam periode

pelaporan keuangan semesteran yang sama dengan

penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian.

(11) Koreksi data dan nilai BMN dilakukan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi

dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Pusat.

Pasal 20

Koreksi data dan nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 menjadi dasar koreksi data dan nilai BMN dalam

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat.
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Bagian Ketiga

Rekonsiliasi

Pasal 21
Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN
dilakukan antara KPB dan KPKNL.
Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN
dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah
penyelesaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sebelum pelaksanaan Rekonsiliasi data BMN
semesteran atau tahunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Rekonsiliasi BMN.
Pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan
Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Hasil
Inventarisasi dan Penilaian BMN yang ditandatangani
oleh KPKNL dengan KPB.
Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN
dilakukan sesuai dengan tata cara tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat

Penyusutan dan Sisa Masa Manfaat

Pasal 22
Nilai BMN hasil Penilaian Kembali dilakukan
penyusutan selama sisa masa manfaat dari BMN
yang bersangkutan.
Dalam hal BMN hasil Penilaian sudah tidak memiliki sisa
masa manfaat pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan
Penilaian, maka ditentukan masa manfaat baru atas BMN

yang bersangkutan oleh Tim Pelaksana.
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Penentuan masa manfaat baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan pedoman
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penilaian

Kembali BMN paling sedikit meliputi:

a. capaian target;

b. kendala yang dihadapi; dan

c. usulan rekomendasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

a. KPKNL atas pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
pada KPB di wilayah kerjanya;

b. Kanwil DJKN atas pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN pada KPKNL di wilayah kerjanya;

c. Tim Koordinasi Tingkat Pusat atas pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN pada Pengguna Barang,
Kanwil DJKN; dan

d. Pengguna Barang atas pelaksanaan Penilaian Kembali

BMN pada KPB.

BAB VI

PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BMN

Pasal 24
Pengguna Barang melakukan pelaporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN secara berjenjang.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. UAKPB;
b. UAPPB-W;
c. UAPPB-E1; dan
d. UAPB.
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Pasal 25
UAKPB menyusun laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi
dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2).
UAKPB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN tingkat KPB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada:
a. UAPPB-W atau UAPPB-E1; dan
b. KPKNL.
Penyampaian laporan pelaksanaan Penilaian Kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah penyampaian
laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).

Pasal 26
UAPPB-W menyusun laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN tingkat Wilayah yang merupakan
rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
pada KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
UAPPB-W wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN kepada:
a. UAPPB-E1 atau UAPB; dan
b. Kanwil DJKN.
Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap bulan, paling
lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan

yang bersangkutan.

Pasal 27
UAPPB-E1 menyusun laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN Tingkat Eselon I yang merupakan
rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN
pada UAPPB-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna
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Barang setiap bulan, paling lama 15 (lima belas) hari

kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 28

Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN tingkat Pengguna Barang yang
merupakan rekapitulasi laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN pada UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27.

Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola
Barang setiap semester, paling lama 1 (satu) bulan

setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 29

Kepala KPKNL menyusun laporan pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN berdasarkan laporan hasil Inventarisasi
dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (2).

Laporan pelaksanaan Penilaian Kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala
Kanwil DJKN setiap bulan, paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.

Pasal 30

Tim Koordinasi Tingkat Daerah menyusun konsep
laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat
Kanwil DJKN yang merupakan rekapitulasi laporan
pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat KPKNL untuk
disampaikan kepada Kepala Kanwil DJKN guna
ditetapkan.

Kepala Kanwil DJKN menyampaikan laporan
pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil
DJKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Direktur Jenderal setiap bulan, paling lama 15 (lima
belas) hari kerja setelah berakhirnya bulan yang

bersangkutan.
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Pasal 31

(1) Tim Koordinasi Tingkat Pusat menyusun konsep
laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat
nasional yang merupakan = rekapitulasi laporan
pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tingkat Kanwil
DJKN untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal guna
ditetapkan.

(2) Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN tingkat nasional kepada Menteri
Keuangan setiap triwulan, paling lama 1 (satu) bulan

setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 32
Dalam hal pelaksanaan Rekonsiliasi hasil Inventarisasi dan
Penilaian terhadap seluruh objek Penilaian Kembali BMN yang
berada di UAKPB telah dilaksanakan, UAKPB tidak lagi
mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan

Penilaian Kembali BMN.

Pasal 33

Penyusunan laporan pelaksanaan Penilaian Kembali BMN

pada:

a. tingkat KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;

b. tingkat Kanwil DJKN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30;

c. tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31;

d. tingkat Koordinator @ Wilayah = Pengguna  Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

e. tingkat Eselon I Pengguna Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27; dan

f. tingkat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28,

dilakukan sesuai dengan format dan tata cara tercantum

dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34
Penilaian Kembali BMN dilaksanakan pada tahun anggaran

2017 sampai dengan tahun anggaran 2018.

Pasal 35
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 36
Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN yang berada di luar

negeri diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMP KPU.KAB/KOTA

NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PEROLEHAN SUARA SAH TERBANYAK
CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA..
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN .........

PARTAI POLITIK
PROVINSIT
KABUPATEN/KOTA
DAERAH PEMILIHAN
KURSI

ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG BERHENTI CALON PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

KABUPATEN/KOTA
NO NAMA SUARA | PERINGKAT NO NAMA SUARA | PERINGKAT KETERANGAN
URUT CALON ¥ SUARA URUT CALON SUARA
DCT DCT SAH
1 2 3 4 5 7 8 9
........................................ Di I berd kan
5 ketentnan Pasal 197 ayat (1)
1 dan ayat (2) Undang-Undang
2 Nomor 23 Tahun 2014 Jo Pasal
& |miesseimniesissgs 00 | mraesmes] 00 w0 fece Peraturan KPU Nomor ......
6 Tahun .... bahwa pengganti
T peringkat suara sah Nomor .....
) adalah peringkat suara
sah berikutnya Nomor ..... i )

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA ............. . KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

NOMOR 118/PMK.06/2017
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILATAN
KEMBALI BARANG MILIK NEGARA

PENYEDIAAN DATA AWAL BARANG MILIK NEGARA

Penyediaan data awal sebelum pelaksanaan I[nventarisasi dan Penilaian
meliputi:

(1) Data Aplikasi Penatausahaan Barang Milik Negara

Data aplikasi Penatausahaan merupakan data Barang Milik Negara (BMN)
vang ada di aplikasi Penatausahaan BMN pada posisi terakhir sebelum
dilakukan Inventarisasi dan Penilaian. Data tersebut dilakukan verifikasi
dan validasi untiik memastikan bahwa data dalam aplikasi Penatausahaan
BMN tersebut adalah data yang valid sebagai data pelaksanaan Penilaian
Kembali BMN.

Verifikasi dan validasi data aplikasi Penatausahaan BMN satuan kerja
dilakukan untuk mengetahui bahwa hanya aset tetap berupa tanah,
gedung dan bangunan, jalan dan jembatan,; dan bangunan air yang
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015 yang menjadi objek Penilaian
Kembali BMN.

Data verifikasi dan validasi data objek Penilaian Kembali BMN menjadi
target satuan kerja untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan rencana
kerja pelaksanaan Penilaian Kembali.

(2) Profil UAKPB/Satuan Kerja

—

Profil UAKPB/satuan kerja meliputi identitas satuan kerja, unit Pengelola
Barang yang membina satuan kerja, jumlah personil yang ada, dan
iderititas penanggung jawab satuan kerja, sesuai dengan format yang
tercantum dalam Lampiran ini.

(8) Formulir pendataan objek Penilaian Kembali

Formulir pendataan objek Penilaian Kempbali terdiri atas 9 (sembilan)
formulir, sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini. Formulir pendataan
objek Penilaian Kembali disiapkan sebelum pelaksanaan Inventarisasi.

(4) Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan

Dokumen lain terkait BMN yang diperlukan pada saat pelaksanaan
Inventarisasi dan Penilaian, meliputi:

Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP);

Buku Barang;

Kartu ldentitas Barang (KIB);

Daftar Barang Lainnya (DBL);

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan;
Salinan dokumen kepemilikan BMN;

Salinan dekumen pengelolaan dan Penatausahaan BMN; dan

. dekumen lainnya yang diperlukan.

PR SO0 o

www.peraturan.go.id
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FORMAT PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA
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AL N =

PROFIL UAKPB / SATUAN KERJA

Nama K/L : )
Nama UAKPB/Satker : ().
Kode UAKPB/Satker D L3
Jenis UAKPB/Satker (4) : HSatker Non Pelayanan
Satker Pelayanan ... pengunjung/hari
Alamat UAKPB/Satker
a. Jalan ) (B)..
b. Kelurahan ) i(B)...
¢. Kecamatan : I )
d. Kabupaten/Kota : «(8)...
e. Provinsi : (9)...
Wilayah Kerja DJKN
a. Kantor Wilayah DJKN : ..(10)...
b. KPKNL : (1)
Identitas KPB/Kepala Satker
a. Nama : ..(12)...
b. NIP : - (13)...
c. Jabatan : .(14)...
Struktur Organisasi Satker
No. Jabatan Jumlah orang
1 |Menteri dan yang setingkat ..(15)...
2 |Wakil Menteri dan yang setingkat .(15)...
3 |Eselon |A dan yang setingkat ..(15)...
4 |Eselon IB dan yang setingkat ...(15)...
5 |Eselon llA dan yang setingkat (15)...
6 |Eselon IIB dan yang setingkat (15)...
7 |Eselon Il sebagai kepala kantor dan yang setingkat .(15)...
8 |Eselon lll bukan kepala kantar am
9 |Eselon IV sebagai kepala kantor dan yang setingkat | (15)...
10 |Eselon IV bukan kepala kantor (15)...
11 | Pejabat Fungsional Gol. IV .(15)...
' 12 | Pejabat Fungsional Gol. Ill .(15)..
13 |Eselon V/Pelaksana ..(15)...

¥ pilih:salah satu dengan tanda centang

Mengetahui,
Penanggung Jawab UAKPB

(12)...
(13)...

www.peraturan.go.id
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PETUNJUK PENGISIAN PROFIL UAKPB/SATUAN KERJA

Nomor Uraian Isian
1. Diisi dengan nama Kementerian/Lembaga.
2. Diisi dengan mnama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang

(UAKPB)/ satuan kerja.

3. Diisi dengan kode UAKPB/satuan kerja.

4. Diisi dengan mencentang pada kolom, yang sesuai dengan jenis
UAKPB/satuan kerja.

5. Diisi dengan nama Jalan tempat UAKPB/satuan kerja berada.

6. Diisi dengan nama Kelurahan tempat UAKPB/satuan kerja berada.

7. Diisi dengan nama Kecamatan tempat UAKPB/satuan kerja berada.

8. Diisi dengan nama Kabupaten/Kota temipat UAKPB/satuan kerja
berada.,

9. Diisi dengan nama Provinsi tempat UAKPB/satuan kerja berada.

10. | Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara.

1l Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

12. Diisi dengan nama KPB/Kepala satuan kerja.

13. | Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP)/Nomor Registrasi Pokok
(NRP) KPB/Kepala satuan kerja.

14. | Diisi dengan Jabatan KPB /KKepala satuan kerja.

15. Diisi dengan jumlah orang yang berada di dalam UAKPB/satuan
kerja (dengan angka).

www.peraturan.go.id
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FORMIUILIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI

2017, No.1185

Ne. F](;I?ESEI Nama Formulir

1. Form - 01 Tanah

2. Form —02.a | Bangunan

3. Form - 02:b | Bangunan Lainnya

4. Form —03.a. | Jalan

B Form —03.b Jembatan

6. Form —03.c | Jalan dan Jembatan Lain

7. Form —08.d | Bendungan

8. Form - 03.e Bendung

B Form — 03.f Bangunan Air Lainnya

www.peraturan.go.id
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Form — 01

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTQRAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM -01
TANAH

=3

FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI

1..Unit Akuntans| Kuasa Penggund Barang

Waire LAKPH 1y
Kade UAKPE ()
2..Data Administrasi BMN
Kode Barang (4)
Nama Baram. {8
WerkITypaliceterangan (R
Tangual Permlehan (a
Luge 14

Isandis: {10] ‘:[ Bail

3::Data BMN Inventarisas|

|:| Rusar Ringan

NoUmt  (3)

WP 14)

D Rusak Berat

F ik Bararig (111 [ ads [ vidak oiematean
Kesgua darian Kade I:l‘Sesua[ DTidak Sesua D Belumitercatal /| Bararig Beriehi
Barang (12}
Kade Barang Saria Tidak sama, (13
Nama Baramy Sama Tidak sarma: (g
W ek Typeliseterangan Barna Tldak samis; (V&)
Tangual Peralehan Sarria Tidak sama, (18
Karidisi (17 Balk Riusak Ringan D Rusak Berat
Alarriat Qbjeg (123}
J§el /Desa (194 KahJI<ata 12
[er- 204 Frovime {224
Luas {23 i e
Status Pengelalaan (24) T=lah:ferdapal persetyjuar pemindahtangarian/pengtiapusan tetapi bellry fertul SK Penahapusan
Belumffidak ferdapat art permndahtangaran/y
4. Data Panilaian
Pengaungarn Sekitar (25) Residensial [Kamersial Perliantaran Femerintah, |mdustrial Lain2 (1s] eendiri)
Perurtukan Ohjek @si Residensial Karmersial Perkantaran Fermenmtah [rduetrial [am {fer semdim)
5..Data Pengelolaan Tanah
|Jrzian Narna Pengaunalmenuasaan fanah
& Pengyasaap Saaript @ Digupalan/dikuasa lol atay satier sendin {28
Digunalan/difuasal  satiern KL Jain atal perda (29)
Dikuasa oifiah laim (58
b ProgressSemipitast &) _lfsuﬂan Senpikast l_[Dalarn Froses pembuatan l_lEelum dllskukam proses
Dikurner |<epermlikar NarmT 13y (iatakan) esfampr,
Janls Bukti Kegarnilkan ¢33 SHE HPL SHGE SHM Lar-lain
Nama Femegang Hair (34) an Pemanman Bleg KIL LR/ an WL lan 2 Pk kenga/Femda
© Jumfah Bidana Tanah {351
d Sermketa T anati 98 _[Wek Berserketa [_l?engm'em Nan Penpadiian I_l":‘engketa Fenpadilan
[Fityak varig Bersengheta: (37)
A Lair Pemia [lestantiurun [ Imssvarsiat
|<eierangan senketa 138)
£ Stalus Pengounaart: 139)
\ralar); Ligs, () Keterangan
Diguriakan semdir [0 (81
Dilakukan permarfaatan
3 fesual persetuuan Memsr Keuangar 2] 143
b Belum riendapatkan persetiuan Menter Keuangan (44), (48]
Digunakan:aeh-satiker kil lainfpihal e {48); (47)
Bellun Wiguridkan (ada rencana peragunaan danfatal pemanfaatan) {48); (48]
Tretak CiQURAKAR DA hdak 2oa renand penonunaan dan/atd permantaatan {4} JE

Fihal yang memantaakan/mengaperasianalksn

(L)

Kinenalgprnalisass asel

Keterangan LainlLaim {55)

Vi) [l Direkornendagikan pengukuran lanena 3M14

Dmiék rekomendastkan pengukuram kinera Bib|

(Narra Peruritukan Otiek)
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22
6.Lokasi Tanah
Koardinat GPS (T: Bujur Timur, 8 :Lintang Selatan, E : Elevasi)
T L(56).. | 8| A58 | | (56|
Batas-Batas Tanah : Utara (57 Timur (59
Selatan  (58) Baraf (60)

7Foto BMN__..(61)..

8. Keterangan Tambahan
L(62)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan, (63)..

Petugas Pendataan

2(64)..
-.(65)..
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PETUNJUK PENGISIAN FORM-01 TANAH

a. Penjelasan Umum
Form 01 - Tanah adalah Formulir vang diguniakan untuk mencatat data dan
informasi terkait BMN Dberupa Tanah vang tercatat dan/atau diteniukan
dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

b. Cara Pengisian

(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Penigguna Barang (UAKPB).

(2) Diisi dengan kode UAKPB.

(3) Diisi dengan nomeor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.

(4) Diisi dengan kede barang sesuai dengan data administrasi.

(9) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
administrasi.

(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).

(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).

(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.

(9) Diisi dengan luas sesuai dengan data administrasi.

(10) Diisi sesuai kendisi BMN sesuai dengan data administrasi.

(11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.

(12) Diisi dengan kesesuaijan antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi derigan data hasil cek fisik.

Sesuai; artinga BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.

Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kedefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.

Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih, artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9)
kosang). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan
informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi angka (12)
dan seterusnya.

(13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.

(14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.

(15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.

(16) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai data menurut hasil cek fisik.

(17) Diisi sesuai kondisi tanah pada saat cek fisik.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahar/Desa lokasi tanah berada,

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

(23) Diisi dengan luas BMN (dalam m?/meter persegi).

(24) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetnjuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindalitanganan atau penghapusan
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(25) Diisi dengan penggunaan lahan di sekitar objek Penilaian. (Dapat pilih
lebih dari satu pilihan). Pilihan lain selain untuk residensial (tempat
tinggal), komersial, perkantoran pemerintah, dan industrial (isi sendiri).
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(26) Diisi dengan peruntukan objek Penilaian.

(27) Diisi pada kolom sesuai denigan penguasaan tanah saat ini.

(28) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL
sendiri.

(29) Diisi dengan nama pengguna/penguasa, jika dikuasai oleh satker/KL
lain atau Pemda.

(30) Diisi dengan nama pengguna/penguasd, jika dikuasaioleh pihak lain.

(31) Diisi pada kolom sesuai dengan progres sertipikasi tanah.

(32) Diisi dengan nomor dokumen kepemilikan.,

(88) Diisi pada kolom yang sesuai dengan jenis sertipikat tanal.

(34) Diisi pada kolomn yang sesuai dengan pemilik yang tertera pada
sertipikat tanah.

(88) Diisi dengan jumlah bidang tanah:

(36) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status sengketa tanah.

(37) Diisi pada kolom yang sesuai dengan pihak yang bhersengketa atas
tanah.

(88) Diisi dengan keterangan progres/perkembangan penyelesaian sengketa
tanah dan informasi lain.

(89) Diisi pada kolom yang sesuai dengan status penggunaan tanah
(misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai,
KSP, dsb.), penggunaan sementara, danj/atau tanah yang belum
digunakan untuk penyelenggaraan tisi.

(40) Diisi dengan luas lahan yang digunakan sendiri (tusi).

(41) Diisi keterangan tambahan angka (40) seperti persetujuan PSP, dan lain
sebagainya.

(42) Diisi luas BMN vang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.)
yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

(43) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (42),
seperti Surat Persetujuan Pemarnifaatan oleh Menteri Keuangan, pinjam
pakai, besaran PNBP, jangka waktu pemmanfaatan, dan lain sebagainya.

(44) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsh.)
yvang belum mempereleh persetujuan Menteri Keuangan.

(45) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada angka (44),
seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker,
besaran nilai pemanfaatan, jangka wakto, dan lain sebagainya yang
dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum mendapatkan persetujuan
Menteri Keuangan.

(46) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.

(47) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka (46),
seperti persetujuan penggunaan sementara atau  persetujuan
pengoperasionalkan eleh pihak lain dalam rangka penyelenggaraan tusi
satker oleh Menteri Keunangan.

(48) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudall ada rencana
untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.

(49) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (48).

(50) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatan.

(51) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (50).

(52) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan dari angka (40) s.d.
angka (50)).

(83) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti
satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemantaatan BMN).
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(54) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila
BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi penggunaan/
pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan atas BMN
tersebut, jika tidak maka diisi pada kelom Tidak direkemendasikan
pengukuran kinerja BMN.

(55) Diisi dengan keterangan lain, seperti: peruntukan tanab tersebut
awalnya untuk pembangunan kantor, namun terjadi perubahan RUTR
sehingga kantor dipindahkan ke lokasi yang lain.

Tanah ini merupakan pencatatan atas BMN berupa fanah yang baru
dicatat karena dokumen hibah dari Pemda baru diterinia.

(66) Diisi dengan koordinat GPS dari lokasi tanah,

(57) Diisi dengan batas sebelah utara dari tanah, seperti jalan raya, sungai,
tanah milik a.n. ABC, sawal, dan lain sebagainya.

(88) Diisi dengan batas sebelah selatan.

(59) Diisi dengan batas sebelaly timur.

(60) Diisi dengan batas sebelah barat.

(61) Diisi dengan foto BMN. Tamnipak Depan, samping, belakang, dan lain
sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.

(62) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada, seperti tanah yang di
atasnya berdiri rumah negara, kantor, dan lain sebagainya.

(63) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORM-02.a
L ) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANGUNAN
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1. Kuasa Pengpuma Barang No.Urut: )
Nema LAKKFE A1
Kipize LI AFE 42
2; Data Administras! Awal BMN
Ko Barang (4] HUP (=)
Neariva Barana (16:)
MetkiTveelKeterarman (7
Tangga| Ferolehan el
Lugs 48
Ieoneis! 110) D Balk I:l Rusdk Fingar D Russk Beral
3. Data BMN Inventarisas|
Ptk Barang (1) Ada Tidak Diternukan
KesssuzEan Bengan [<ods Barang 2] Sesua Tidak Sezuan D B/ et/ Boreng Bariebin
Kode Barang |dak sarma, 13
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MerkfType/Keteraman Ttaksama 118
Tanggal Fernlehan!Selesal Olbangun Tidak sama, |18, Tahun Renoyast ST
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hondla (1) [ Baik | Rusak Barat |
| Teakseah | | Bak [ Jjeiek [ TielekGekan |
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SBL (22 Provinsi {2
Status Pengelolaan (25] e ferdanet nersal|an peri ¢ Wpenghapusan fBlapl Helum tertit Sh Pandhapusan
Belurnitidak terdapat persetuiban pamindahtanganan/penghapusan
4; Intormasi Tanah |_ckasi Bangunan
Femlli Tanan {25 Taeran [ Jsater an [Crame [enaean
[<pite Batker 127,
Kode Barang 128
LR 129
5. Data Penilaian
3 Jenis Bangunan Berdasarkan Fungsi 30)
Résidensia HormeTsial it strial Lairi-Liin
Rumal Tinggal Dinas RukafRukan b Sakolat
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6. Data Pengelolaan BMN
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2.

b. Data Bangurian Rumah Negara46)
Golongan RN Pejabat'Negara/Gol | RN Gol Il RN Gal ll| |RN:Non Golongan
Status Penghuni Pejabat:Negaia /PN S/TNI/POLR| Pensiunan Keluarga Pihak Lain
Status ‘RN Gol Il! Sewsa Sewsa Beli Lunas Sertipikat Pihak Lain
Dokumen Perjanjian Sewa
BeliiLunas E

z (47) ;:
¢. Kinerja/optimalisasi aset: Direkomendasikan pengukuran kinerja BMN
(48 Tidak direkomendasikan pengukiran kinerja BMN

d. Dokumen Bangunan y [Tidak Ada

[Jada .(48)..

7.Foto BNIN

(50)..

8. Keterangan Tambahan
(51

Tanggal Pelak Perda _(52).

Petugas Pendataan

53)..
(54)..
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FORM-02.a BANGUNAN

a. Penjelasan Umum
Form 02.a - Gedung dan Bangunan adalah Formulir yang digunakan untuk
mencatat data dan informasi terkait dengan BMN berupa Gedung dan
Bangunan yang tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN. Form ini sebagai bahan pembentukan nilai hasil
Penilaian.
b. Cara Pengisian
(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
(8) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja [nventarisasi.
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan Nomor Uriit Pendaftaran (NUFP) barang sesuai dengan data
administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi,
(11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
selanjutnya dapat melanjutkan untuk angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjuinya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. angka
(9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data
dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dinnilai mengisi angka
(12) dan seterusnya.
(13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(16) Diisi dengan tanggal perolehan/twanggal dibangun sesuai dengan data
menurut hasil cek fisik.
(17) Diisi dengan tahun terakhir dilakvkan renovasi apabila pernah
dilakukan renovasi.
(18) Diisi dengan luas BMN (dalam m?/meter persegi).
(19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
(20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
(21) Diisi dengan nama Kelurahan/Des4d lokasi tanah berada.
(22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada,
(28) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
(24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
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(25) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(26) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri.
Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanaly milik satker
bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada
angka (27) beserta NUP pada angka (28).

Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker
lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan
niengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode pencatatan tanal
pada angka (28) beserta NUP pada angka (29).

Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik
Pemerintah Daerah. Terhadap kendisi ini, perlu diperhatikan
perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna
menghindari adanya permasalalan yang berdampak pada bangunan
yvang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu
niengisi angka (27), angka (28), dan angka (29).

Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan
mertipakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini,
perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut,
guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada
bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

(30) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi
apakal termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial,
Industrial, dan lain-lain.

(31) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika
tidak ada, maka tidak perlu diisi.

(32) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (31).

(33) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal,
betor, batako, dsh), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.

(34) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (33).

(35) Diisi keterangan lain dari data bangunan untuk Penilaian, misalnya
bangunan kantor yang menghadap depan lingkungan komersial dan
menghadap belakang lingkungan industrial.

(36) Diisi dengan jumlah lantai bangunar.

(37) Diisi dengan nomor lantai gedung bangunan.

(38) Diisi dengan luas lantai yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi satker bersangkutarn.

(39) Diisi dengan luas lantai yang digunakan K/L lain atau Pemda.

(40) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan
(disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang telah
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

(41) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam status pemanfaatan
(disewakan, pinjam pakai, dan lain sebagainya) yang belom
niendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

(42) Diisi dengan luas lantai yang sedang dalam kondisi tidak digunakan.

(48) Diisi dengan total luas lantai keseluruhan.

(44) Diisi dengan keterangan penggunaan untuk menjelaskan arngka (38)
s.d. angka (41), seperti persetujuan Menteri Keuangan untuk PSP,
sewa, pinjam pakai, dan lain sebagainya; besaran PNBP, dan jangka
waktu penggunaan.

(45) Diisi dengan mitra penggunaan untuk menjelaskan angka (38) s.d.
angka (41), seperti lantai 3 dignnakan oleh satker ABC, lantai 1
terdapat ATM, kantor bank, dan lain sebagainya.
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(46) Diisi apabila objek pendataan merupakan Bangunan Rumali Negara
sesuai hasil pendataan, dengan mencentang salah satu pilihan yang
ada, yaitu gelongan rumah negara, status penghuni, dan status rumah
negara dimaksud.

(47) Diisi dengan nomor-dan tanggal dockumen perjanjian sewa beli/lunas.

(48) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila
BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi
penggunaany/pemanfaatan atan masih terdapat potensi pemanfaatan
atas BMN tersebut, jika tidak, maka diisi pada kolom Tidak
direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.

(49) Diisi dengan dokumen bangunan, seperti nomor IMB, DED, dan lain
sebagainya.

(50) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping; dalam/interior, dan
belakang, dan lain sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.

(91) Diisi dengan keterangan tambahan, apabila ada.

(92) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(53) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(54) Diisi dengan NIP/NRF petugas pendataan BMN.

Keterangan untuk Golongan Rumah Negara (RN):

[] RN Pejabat Negara/Gol [; artinya Bangunan berdasarkan SK Rumah
Negara telah ditetapkan sebagai RN Golengan L.

|| RN Gol IIj artinya Bangunan berdasarkan SK Rumali Negara telah
ditetapkan sebagai RN Golongan TI.

|] RN Gol III; artinva Bangunan berdasarkan SK Rumah Negara telah
ditetapkan sebagai RN Golongan III.

|| RN Non Golongan; artinya Bangunan berstatus sebagai Rumali Negara
tetapi belumni/tidak ditetapkan status Golongannya.

Keterangan terkait status penghuni:

| | Pejabat Negara/PNS/TNI/POLRI, artinya bahwa penghuni yang

- menempati Rumah Negara saat ini merupakan pemegang Surat Ijin

Penghunian (SIP) dan berstatus sebagai Pejabat Negara PNS/TNI/POLRL

| | Pensiunan, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara
dimaksud merupakan pemegang SIP dan saat ini telah berstatus
Purnabakti/Pensiunan PNS /TNI/POLRL

| | Kelnarga, artinya bahwa penghuni yang menempati Rumah Negara
dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, penghuni merupakan
Istri/Suami dari pemegang SIP,

| | Pihak Lain, artinya bahwa penghuni yvang mienempati Rumah Negara
dimaksud bukan merupakan pemegang SIP, hubungan penghuri yang
menempati Rumah Negara dimaksud dapat berupa: orang tua, anak,
cucuy, saudara kandung, hubungan kekerabatan, atau tidak punya
hubungan kekerabatan.

Keterangan Khusus untuk BMN berupa Bangunan yang berstatus sebagai
RUMAH NEGARA GOLONGAN 1I1:

[] Sewa, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dan berkewajiban
merawat, memelihara, dan menggunakan sesuai dengan SIP Rumah
Negara.

| ] Sewa Beli, artinya saat ini penghuni merupakan penyewa dergan opsi
beli sesuai persetujuan Sewa Beli dari Pengelola Barang.

|| Lunas; artinya selurubh kewajiban atas sewa beli sesuai dengan
Persetujuan dari Pengelola Barang telah dilakukan seluruhnya oleh

www.peraturan.go.id



a1 2017, No.1185

penghuni, tetapi belum dilakukan serah terima kepemilikan.
|| Sertipikat Pihak Lain; artinya kepemilikan atas Rumah Negara
QGolongan 111 telah beralih kepada penghumi.
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Form:02.1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORM - 02 b
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANGUNAN
LAINNYA
FORMULIR PENDAT AAN OBJEK PENILAIAN KEMEALI
1.. Kiiasa Pauggiitia Baraug No Urute (3]
Iamea UAKFR (G
Kaide LAKES (2]
Z: Data Adminisirasi Awal BMN
Kads Barany [y (R =l
ldama Barand. (&1
IeihiTypefiatarangar, (7]
Tanggai Pgmighan (8,
Lgas {9
Kandist (1) lj Bak [:I Rusak Ringatt D Fusak Beral
3. Data BMN Jnvenfarisasi -
Fisik B (1) B ag% ’: Tidkak, Diferulan
Kesasaian dasndan 3 VI Balub fercatat / Barang Berebb
Weds Bacanh 3] 2sual Thdak Besuar E[ 3
Kote Barany Bama Idak sama. s
Waros Barang Sars Tidak sama, (147
Mefk/T ypa/< eterandan [Sarma Tidak sama, LB
Tanagsl PrealaharvBangln Sars Tidat sarea, (18] Tahiy Reanovas | (7
Luas Bangunan I8 nt )
Wandisi 19 | Baik | R’lgsal Rirgar | | Riusak Beat |
l | Galk ekahl | [ @alk l [T Sedang J | [Jelek [ Tlelek Sekall |
Bfaiial ek () o
KelyDasa: tat [<ec: (T
b iata (23] Pbsins | ]

[ Tetal teveapat pErSBILIEN pemindantangananpengnapusan stapl pelin temit 8K Fanghapusan
Belumdtidsk terdapat s mujian gamirdahf sngamaiendhapusan

Elatus Pengsiolaan (25

4. Intormasi Tanan Lakas! Bangunan

‘Pemilik Tarah [} I:[Ssndnw I:I Salkar Lat E[Pin’ak (B

Kings Sat et 127

iiles Barany (28]

e 129

5. Data Penilaian

@ Bangunan
Jers Banguimai (3] Biibar 35),
Kedalarianti<atimyqan 31 mn ‘}iarﬁungTu}al (351 m
DiamgteiTabal PrayDmdirg 32) I 1Lt ar Total &7 R
Volunz Tolel 33) m¥ |as Total s T
Keteranaan LA B4

b Fasiiites
Pagar Jerw {39) Paryany _(a M
Parkarasan Janis A1) s 2], e

Vet arangsn Lin-ain 43

6./ ata Pengeldtaan BMN'

a, Stanis Panggunaan Bangutian 4
Lleaian Lliag () Katdrandan’
| Digunalcan sendin s 5
| |Dilakular paniant aatan
A “hesum perseruuan Memen lkeuanaan 47 "8
b Belummendanarkan perserdsan anen Keuangan 4% B4
| [Digunakancien satkel K/A_iainaiau dioperasicnalkanplivak 1ain A5 )
| [Béllum dlguriakan {add rntams peng gummaat dardata, permnfadtan| {551 54
[Tidak digunakan dan lidak 2ds mineana pengiunaan dan/atau penyanfaaian 55, A58,
Toal 157
|Pibvab, Lain yargy rarmantaatien,
&a1

www.peraturan.go.id



_43. 2017, No.1185

©.. Kinerjaloptimalisasi aset Direkamaniasikan pengukiran Kinsma BMN
KE:2 51 Tidak ditskam endasikar Penguklrarkifers Bipl

T. Fota BMN (B3)

8. Keterangan Tambahan
1)

Tarmgal Peiaksansan Pendataan (52

Petugas Pendataary

163
{o5)
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PETUNJUK PENGISIAN FORM-02.b

a. Penjelasan Umum
Form 02.b - Bangunan Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk
mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan
selain Bangunan pada Form 02.a (Gedung dan Bangunan) yang tercatat
dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.
b. Cara Pengisian
(1) Diisi dengan nania Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode TIAKPB.
(3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja [nventarisasi.
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan NUP barang sesuai dengan data administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi.
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi dengan luas BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai derngan data administrasi.
(11) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(12) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
centang kolom sama pada angka (13) s.d angka (16), selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya, lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d.
angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang diteniukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusnya.
(13) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(16) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil
cek fisik.
(17) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan renovasi apabila pernah
dilakukan renovasi.
(18) Diisi dengan Iuas BMN saat cek fisik.
(19) Diisi sesuai kondisi bangunan saat cek fisik.
(20) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
(21) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
(22) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanali berada.
(23) Diisi dengan nama Kabupaten /Kotamadya lokasi tanah berada.
(24) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
(29) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan
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Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan

namun belum ditetapkan SK Penghapusan,

Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat bangunan berdiri.

Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker

bersangkutan, selanjutnya, lanjut mengisi kode satker pada angka (27)

kode pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29).

Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker

lain, baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya,

silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (27), kode

pencatatan tanah pada angka (28) beserta NUP pada angka (29).

Pemda, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik

Pemerintahh Daerali. Terhadap kondisi ini; perlu diperhatikan

perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna

menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunan

yvang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu

mengisi angka (27), angka (28), dan angka (29).

Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah bukan

mertpakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini,

perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut,

guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada

bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

(30) Diisi dengan jenis BMN sesuai dengan hasil pendataan, misal: tugu,
menara baja siku 4 kaki; menara guyed, menara ATC, dan lain-lain.

(31) Diisi kedalaman/ketinggian BMN.

(32) Diisi tebal plat atan dinding BMN.

(38) Diisi total voluime BMN.

(34) Diisi keterangan lainnya BMN tersebut, seperti identitas bangunam,
seperti nama objek sesuai penggunaannya.

(35) Difsi bahan/material BMN tersebut.

(36) Diisi dengan panjang total BMN tersebut.

(37) Diisi dengan lebar total BMN tersebut.

(38) Diisi dengan luas total BMN tersebut. Perkalian dari angka (36) dan
angka (37)

(39) Diisi haiiya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanern, jika
tidak ada, maka tidak perlu diisi.

(40) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (39).

(41) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (bernpa aspal,
beton, batako, dsb), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.

(42) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (41).

(43) Diisi keterangan lainnya terkait data Penilajan.

(44) Diisi status penggunaan BMN tersebut.

(45) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi

(26

satker.
(46) Diisi keterangan tambahan pada angka (43), seperti Persetujuan PSP,
dsb.

(47) Diisi luas BMN yvang dimanfaatkan pihalk lain (sewa, pinjam pakai,
dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan,

(48) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantuni pada angka (47),
seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,
besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(49) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai;
dsb.) yang belum memperelel persetujuan Menteri Keuangan.

(50) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
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(49), seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan
satker, besaran nilai pemanfaatan, jangka waktu pemanfaatan, dan
lain sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

(51) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain/pihak lain.

(52) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (S1),
seperti persetujuail penggunaan sementara atau  persetujuail
pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tusi satker,
jangka waktu penggunaan/operasional oleh pihak lain, dan lain
sebagainya.

(58) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana
untuk menggunakan/memanfaatkan BMN tersebut.

(54) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada
angka (53).

(55) Diisi luas BMN yang fidak digunakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatarn.

(56) Diisi keterangan untuk luas BMN sebagaimana dimaksud pada
angka (55).

(57) Diisi total luas penggunaan BMN,

(58) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti
satker lain/ pihak lain (mita kerjasama pemanfaatan BMN).

(59) Diisi pada kolom direkomendasikan pengukuran kinerja BMN apabila
BMN tersebut masih dapat dilakukan optimalisasi
penggunaan/pemanfaatan atau masih terdapat potensi pemanfaatan
atas BMN tersebut, jika tidak maka diisi pada kolom Tidak
direkomendasikan pengukuran kinerja BMN.

(60) Diisi dengan foto BMN. Tampak Depan, samping, dalam/interior, dan
belakang. Dan lain sebagainya yang menggam barkan kondisi terkini.

(61) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.

(62) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(63) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(64) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.
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Form - 03.a

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORM~03.a
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JALAN
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang NoUrut:  (3)
Nama UAKPB ¥ s [
Kode UAKPB J—— ({75 —
2. Data Administrasi BMN
KodeBarang i . (4). NUP B 4 p——
NamaBaresng 0 L (6 ).
MerkiType/Keterangan @ .. ({1 -
Tanggal Perolehan & ... (8&).
Kondisi (%) Baik D Rusak Ringan D Rusak Beral
3. Data BMN Inventarisasi
Fisik Barang. o) : 3 Ada H Tidak Ditemukan
Kesesuaian dengan @y = Sesuai Tidak Sesual DBeIum tercatat / Barang Berlebih
Kotle Barang
Kode Barang Sama Tidak sama. ...(12)....
Nama Barang Sama Tidak sama, ... 13 )...
Merk/Type/Keterangan Sama Tidek sama, ... 14} ......
Tanggal PerolehanBangun Sama Tidak sama, _..(156).._. Tahun Perbaikan (16
IKondisi “an = Baik Rusak Ringan Rusak Beraf
[ 1 saik sekali [ | Bk Sedang [ Juetex [ ] delek Sekali
Alemel Objek, . . (1B).....
Kel/Desa: .. {197 za Kab./Kotai .. (24 i
Kee: (20000 Provinsiz: . 22
Status Pengelolaan (23) = Telah terbil persetujuan pemlndahfangananlpenghapusan tetapi belum terbit $K Penghapusan
Belum terbit persefujuan p henghay

4. Inforinasi Tanah LokasiJalan

Pemillk Tanah
Kode Satker
Kode Barang
NUP
5. Data Penilaian
1. JALANDARAT (28)
Kiasifikasi ., Jenis
Jatan Kelas
Fungsi

Lapisan Permukaan
Kompanen Pelengkap

Tahun Pelapisan

Keterangen Lein:lain

[

JALAN KERETA API
Jenis Rel

KKeterangan Lain-lain

()

D Satker Lain

[Crina.ain

..(29).. Luas Total o (82). m2

(30 Panjang Jalan % __ ..(33).. m

L3, Lgbar Jalan i a(34). m

Betor {88).. m Kondisi  (38) * Sangat Baik Sedang
Aspal (36).. m Permukaan Baik Jelek
Interbhck (37) m Jelek Sekali
Kanstein T 39). Kondisi (42 Sangal Baik

Batu Kali {40).. Pelengkap Baik Jelek
Guard Ral _{41). m Setang Jelek Sekali
) P, Tahun Diperbaiki/ ..(44).

Pemeliharaan
..{45)..
(46

R30 ., _.(47). m Bantalan Belen . _ .G1). m

R42 © 4B\ 'm Kayw ©_ .(62).. m

RS0 & _.(49). m Besi P B3 m

RS4 i _.(50). m Wesel Bissa - _ ..(54).. unil

Inggris  *__ .(55) umit
.(56)..
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2
6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (57)

Uraian Luas {m*) Keterangan
|| Digunakan sendiri -.(58)... SBY..
| |Ditakukan pemanfaatan

a  Sesus persetujuan Menteri Keuzngan (60) (B1)..
| b:  Belum mendapatkan parsetu] Menteri K 9 «(62);: (63)..
| |Digunakan cleh satker KL fain atau dioperasiomalkan pibvak lain (64) (65)...
Belum digunakan {(ada rencana penggunaan dan/atall pemanfaatan) (66).. WB7)..
Tidak digunakan dan Hdak add rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan | ..(68).. (69)..
Total .{70)..
Pihak Lain yang memanfaatkan:
A7)
7. Foto BMN {72)..

8. Keteérangan Tambahan
=(73)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan L(74)..

Petugas Pendataan

AT5)..
{76)..
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PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.a

a. Penjelasan Umnm
Form 03.a - Jalan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan
mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jalan yang tercatat
dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN,
Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaiar.
b. Cara Pengisian
1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
2) Diisi dengan kode Unit UAKPB.
3) Diisi dengan nomor uriit dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tariggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
- Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelummnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d.
angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusnya.
(12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN vang ada.
(13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut
hasil cek fisik.
(16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilakukan perbaikan.
(17) Diisi dengan kondisi Jalan, jika:
1. Baik Sekali:
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
2. Baik:
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda
namun masih tetap stabil.
3. Sedang:
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada
jalar roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
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4. Jelek:

Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda,

menunjukkan gejala ketidakstabilan.

Jelek Sekali:

Retak merata dan banyak herlubang, sebagian besar mengalami

deformasi dan tidak stabil.

Diisi dengan kondisi Jalan Rel, jika:

1. Baik Sekali:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi masih prima dalam
keadaan utuh dan berfungsi dengan baik. Secara keseluruhan,
jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan sangat terawat.

2. Baik:
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan
keadaan utuh dan berfungsi dengan baik namun perlu mengalami
perbaikan kecil: Secara keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat
dikatakan terawat.

3. Sedang:
Konstruksi Jalan Kereta Api kondisinya masih dalam keadaan baik
namun telah mengalami deformasi/korosi yang ringan. Secara
keseluruhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan cukup terawat.

4. Jelek:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi jelek, dan sudah
mengalami deformasi/koresi berat. Secara keselurnhan, jalan
dalam kondisi ini dapat dikatakan tidak terawat.

S. Jelek Sekali:
Konstruksi Jalan Kereta Api dalam kondisi sangat jelek, mengalami
deformasi/korosi berat dan sudah tidak bisa dilalui. Secara
keselurnhan, jalan dalam kondisi ini dapat dikatakan terbengkalai.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nonior lokasi tanah berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lekasi tanaly herada

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.

(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah fempat bangunan berdiri.
Sendiri, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik satker
bersangkutan, selanjutnya, silahkan kode pencatatan tanah pada
angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Satker Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah milik
satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya,
silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (23), kode
pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Pemda, artinya Dbahwa bangunan berada di atas tanah milik
Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan
perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkuitan guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada bangunarn
yvang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu
mengisi angka (25); angka (26), dan angka (27).

Pihak Lain, artinya bahwa bangunan berada di atas tanah hukan
merupakan milik Pemerintah Pusat atau Pemda. Terhadap kondisi ini,
perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut,
guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada
bangunan yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

i
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(25) Diisi kode satker yang menguasai tanal tempat BMN tersebut berdiri.

(26) Diisi kode bararng tanah tempat BMN tersebut berdiri.

(27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut herdiri.

(28) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Darat.

(29) Diisi dengan jenis Jalan seperti Jalan Antar Kota atau Jalan
Perkotaan.

(30) Diisi dengan kelas Jalan, seperti kelas [, II, T A, I B, Il C untuk
Jalan Antar Kota dan kelas 1, II, I[II A, I B1, 1II B2, atau Il C untuk
Jalan Perkotaan.

(81) Diisi dengan fungsi Jalan, seperti Arteri, Kolektor, atau Lokal untuk
Jalan Antar Kota dan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer,
Kolektor Sekunder, Lokal, atau Lingkungan/Parkir untuk dJalan

Perkotaan.
(32) Diisi dengan luas total Jalan (perkalian dari angka (33) dan angka
(34)).

(33) Diisi dengan panjang Jalan.
(34) Diisi dengan lebar Jalan.
(35) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan
beton.
(86) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan
aspal.
(87) Diisi dengan panjang Jalan yang lapisan permukaannya merupakan
interblok (batako).
(38) Diisi dengan kondisi permukaan jalan.
1. Sangat Baik:
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.
2. Baik:
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda
namun masih tetap stabil.
3. Sedang:
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada
jalur reda; pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.
4. Jelek:
Retak Dbanyak, demikian joga deformasi pada jalur roda,
menunjukkan gejala ketidakstabilan.
(89) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa kanstein.
(40) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa batu kali.
(41) Diisi dengan panjang komponen pelengkap berupa guard rail.
(42) Diisi dengan kondisi komponen pelengkap jalan pada angka (38) s.d.
angka (40).
1. Sangat Baik:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kendisi ini dapat dikatakan
sangat terawat.
2. Baik:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisiini dapat dikatakan
terawat.
3. Sedang:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan
cukup terawat.
4. Jelek:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kendisi ini dapat dikatakan
tidak terawat.
3. Jelek Sekali:
Secara keseluruhan, pelengkap dalam kondisi ini dapat dikatakan
terbengkalai.
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(43) Diisi dengan tahun dilakukannya pelapisan.

(44) Diisi dengan tahun dilakukannya perbaikan terakhir vyang
dikapitalisasi.

(45) Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan terkait dengan Jalan
yang dinilai.

(46) Diisi dengan mencentang jika BMN berupa Jalan Kereta Api.

(47) Diisi dengan panjang Rel R30.

(48) Diisi dengan panjang Rel R42.

(#9) Diisi dengan panjang Rel RS0.

(50) Diisi dengan panjang Rel R54.

(51) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa beton.

(562) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa kayu.

(58) Diisi dengan panjang bantalan Rel yang berupa hesi.

(34) Diisi dengan jumlah wesel biasa.

(55) Diisi dengan jumlah wesel inggris.

(56) Diisi keterangan tambahan terkait jalan kereta api.

(97) Diisi pada kolom yang sesual dengan status penggunaan jalan
(misalnya: penggunaan sesuai tusi, pemanfaatan (sewa, pinjam pakai,
KSP, dsbh.), penggunaan semeéntara, dan/atau tanah yang Dbelum
digunakan untuk penyelenggaraan tusi.

(58) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker.

(59) Diisi keterangan tambahan pada angka (58), seperti Persetujuan PSP,
dan lain sebagainya.

(60) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kenangarn.

(61) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
(60), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,
besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(62) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sehagainya) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangain.

(63) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (62),
seperti perjanjian antara pihak yang memanfaatkan dengan satker,
besaran mnilai pemanfataan, jangka waktu pemanfaatan, dan lain
sebagainya yang dalam hal ini pemanfaatan tersebut belum
mendapatkan persetujuan Menteri Keuangail.

(64) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(65) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (64),
seperti  persetujuan  oleh Menteri Keuangan atas penggunaan
sementara atau persetujuan pengoperasionalan oleh pihak lain untuk
penyelenggaraan tusi satker, jangka wakitu penggunaan, dan lain
sehagainya.

(66) Diisi luas BMN yang belum digunakan; namun sudal ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(67) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (66).

(68) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan ftidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatan.

www.peraturan.go.id



53, 2017, No.1185

(69) Diisi keterangan untiik luas BMN pada angka (68).

(70) Diisi total luas penggunaan BMN (penjumlahan angka 58 s.d. angka
68).

(71) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang
memanfaatkan/menggunakan BMN seperti satker lain/pihak lain
(mitra kerjasama pemaiifaatain BMN).

(72) Diisi dengan foto BMN. Tampak depan, samping, atas, dan lain
sebagainya yang menggambarkan kondisi terkini.

(73) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.

(74) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN,

(75) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(76) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.
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Form —03.b
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORM - 03.b
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JEMBATAN
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang No Urut (3]
tdama IJAKFB Tt
Kode UAKFB vz
2 Data Administrass BMN
wage Barang 14 =] ()
tvama Barsny LB
MenaTypedcetarangan (T
Tanggal PeroiEnan L1 8 .
wangis (9) D Baik D RLisak F'ln_gsn D Hlspu Beral
3-Data BMN Inventarisasi
Flsi Barang {10y Adz Tidzh Ditemukam
wesesLAran gengan Ty E Sesua) El Tidak Sesua) ‘:[Exaum Ieredral ¢ Barang
Kode. Barang Berlehily
woge Rarang ] RaEmE Tidak <ama; {2y
lyama Barang | |Sama Tl sarms, {138,
Me{'k}'l;\(pelt’(eterangav-l | |Sama Tidalcsama; {1
Tanqgal PerolétmniBangen Sama Tiiak sama: {asd Tat Perbakan {5
Kardis Jembatan oy Balk i Hus;ak Ringan ‘Rusah Barat
| Bk satal, [ TEan Sediing “Task [ ] lerk sel
Alamat 3hj2h { 18]
<8}, jDesal 119) iKabL are (21
I<es 420 Provingi 1229)

Statle Peng@olaan (23

5--Data Peniiaian

TRISN tarpll perselliLBn pEmngarangananpenghansan tetap! helumasml Sik Pengnapusan
Bellum tetbil perser;iuan pemindghtanganan/penghapusan

I<artis) Tarah g [ 2 BE
Detai] Posis| Jembatar (25%
Janis JEmbatar (28] BoxGulver [ Betan Flat Stab | Baion BalokT || Bétan Pratesans
Gelsgar Baja | | Ramgka Baja Leinniya 27)
Ranang Jemaatan (28), m Tingg! P ) o
Legar-jempatan 29), m Lepat Tegtaze (32 m
Luas Jembaran (3@ mF dumiah Tumpaar (381
Patkermsan ez (361 Pariang Kerh (&2} m
Pamiany (37] mo RPosis| Jembatan ‘ Berads d) ztas 3ungar
Labiar (28} m {35y | [Tidak Bareda i stas Suingal
SamhiLngan Jumizh 38) Panjaria 40 Tt
Randarar Bahan 41y Raniang (42 "
Tang Banu3ran Rahan 4A3) dumitah (a4)
weterangsr LaipAain 45)
6. Data Pengelolaan BMN
Status Pengdunsan (48)
Uralan Luzs () atarangan
Diguriaka s=rid|if {47 (48]
Difakukan pemantaatan
a - Besua persetullian Mantan weuangan {48y, (B0)
b Belipy misndanatkan peretluan W enter ISeusngan| 81, (52)
Digumakan oleh:sarier [$-|an stau dloperastonalican plhak lgin 1531 51
Beélumdiguriakan (adayencana pangaundan daniatay pemanfastan) (58}, (BB)
Tidah diguriakear dantidal ada rsneang pengaunaan dan/stay
emantaaisn {57, (R
Toal 541
Fihak Lz vang memartaatiian
RG]
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7.Foto BMN  .(87).

8. Keterangan Tambahan
(62)..

Tanggal Pelaksanaan Pendataan  ..(83).

Petugas Pendataan

(64)
(65)..
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PETUNJUK PENGISIAN FORM-03.b

a. Penjelasan Umum
Form 03.b - Jembatan adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan
niencatat informasi terkait dengan BMN berupa Jembatan yang tercatat
damn/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.

b. Cara Pengisian
(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode UAKPB.
(3) Diisi dengan nomer urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
adniinistrasi,
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesual dengan fisik yang ada,
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (13) selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sésuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai meng‘isi angka (12) dan seterusnya,
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4 s.d.
angka (9) kesong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan;, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusnya.
(12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(13) Diisi dengan nania BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan merek/tipe sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut
hasil cek fisik.
(16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilakukan perbaikan.
(17) Diisi dengan kondisi Jembatan, jika:
1. Baik Sekali:
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan
berada dalam kondisi baik.
2. Baik:
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan
rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).
Contoli: Scour sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.
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3. Sedang:
Kerusakan yang mermerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada
masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur
kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan
sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan
tanda-tanda yang membutubkan penggantian.

4. Jelek:
Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang
mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit
retak, kayu yang menibusuk, hubang pada permukaan lantai
kendaraan dan pada kepala jembatan, scowring dalam jumilah
sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekalis
Keondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan
segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beten yang memiliki
tulangan vang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar
pengaman tidak ada. Elemien runtuh atau tidak berfungsi lagi.
Contoh bangunan atas yang runtuli, timbunan tanah yang hanyut.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten /Kotamadya lokasi BMN berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.

(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusail
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan kondisi tanah.

1: Bila tanah asli keras padat

2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air

3: Bila tanah mengandung pasir atau tanahnya liat tertanam di air
atau rawa.

(25) Diisi dengan detail posisi jembatan berada:

Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan
jalan apa.

(26) Diisi dengan jenis Jembatan.

(27) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.

(28) Diisi panjang Jembatan.

(29) Diisi dengan lebar Jembatan.

(30) Diisi dengan luas Jembatan.

(31) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.

(32) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.

(33) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan:

(34) Diisi dengan panjang kerb.

(39) Diisi dengan posisi Jembatan.

(36) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.

(37) Diisi panjang perkerasan lantai Jembatan.

(38) Diisi dengan lebar lantai jembatan.

(39) Diisi dengan jumlah sambungan.

(40) Diisi dengan panjang sambungan.

(41) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoh: Pipa, Baja).

(42) Diisi dengan panjang sandaran.

(43) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).

(44) Diisi dengan jumlah sandarar.

(49) Diisi dengan keterangan lain vang diperlukan.

(46) Diisi denigan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai
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kondisi terkini.

(47) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker:

(48) Diisi keterangan tambahan pada angka (47), seperti Persetujuan PSP,
dan lain sebagainya.

(49) Diisi luas BMN vang dimanfaatkan piliak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya) yang telali memperoleh persetujuan Menteri Kenangar.

(90) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada
angka (49), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri
Keuangan, besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain
sebagainya.

(51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai,
dsb.) yang belum memperecleh persetujuan Menteri Keuangan.

(52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
(51), seperti perjanjian dengan pihak yang memanfaatkan, besaran
nilai pemanfataan, jangka waktn pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(58) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(54) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (53),
seperti persetujuan penggunaan sementara, pengoperasionalan oleh
pihak lain dalam rangka tusi, jangka waktu penggunaan, dan lain
sebagainya.

(55) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(56) Diisi keterangan untuk luas pada angka (55):

(57) Diisi lnas BMN yang tidak diguanakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatan.

(58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).

(59) Diisi total Iuas penggunaan BMN.

(60) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN
tersebut.

(61) Diisi dengan foto BMN.

(62) Diisi dengan keterangan tambahan apahbila ada.

(68) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(64) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(65) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.
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Form — 03.¢

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | FORM-03.c
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA sEALAR DN
) ) ) ) JEMBAT AN LAIN
FORMULIR PENDAT AAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1. Unit Akurtansl Kuass Pengguna Barsrg No Urut!: (3
Naifia LAKFER [
Rods UAKFE [2)
2. Data Administrast BMN
Kuds Barang () [JuP (5]
Nema Barang [ &)
Meérk/Typsliéterangan t7)
Tangdsl Perclehan (2)
wenas (9) B ’:] Rieak Ringar D Rusai Bera
3. Data BMN Inventarisasl
Frail Batara (it El Ade B ik Diteiralsh
Kesesuzian dengan e Sesual Thoak Sesua [:[Beh.un tercetel (Berang
Kode Barang Berleblh
Kedg Barang Satha Toak sama, {92)
Mam s Batar |gama Tidek sama, gy
MerkTypsiietarandan Saha [Tdak sama, 1194
Tanggel Peroléhan/Bangun iSama _7 [Tidede Sama, L5 ) Tahun Perbédken ),
Korisi (17 Baik RUsak Ringan Rusah Beral
| Tak sekan | | Bl | | sedeng [ Jodler || sslek séka
Alarfat 2ok (180
Kel Desa [ IWab MKora (219
[{se (20:) Prayins| (229
Stalp Pengslolaan 23) qwah tarhit persetiyuzsn pemndattargaranpenghgpusan teladl tisllim tedhit SK'Penghapusan
| |Belum terfil persetylian nem ndattandenaniierighanusgen
4. Informasi Tamah LoKasi Jalan Laih o
Perrilli Tarieh (24) Dsemmﬂ D Sétker Lain _[_lPlhak Lair
[Wodé Safler {25 '
lKode Barang A 260
WU {57
5. Data Penilaian (28]
1 LANDASAN PATL PESAWAT TERBANG: [SERTA TAKIWAY ATA(LAPRON) o
Fsvay | e 2y 'm? | |Betary | |Aspal | |Rumpuf
Oyamin Lums 130)  m? | |Begon L |Aspsl | [Rumpu
Tirnitig Area L (1 m* | |Béon | |#spal | |[Rurmpid
Bujway Shoulier lime  (30) m? | |Beon | [Aspsl | |Rumpu
Exit Tainey L bs f23)  m* | |Betary | |Aspal | |Rummpilt
Fapa Ex Taxway Lime 124) m? | |Beson | |Aspsl | |Rumpu
Paralfel Taxinay L 35) m? | [Beton | |Aspal | [Rumnuf
Taviway Shader Lijas (#B) | |Betan | |~epal | [Rumpu
Aar L 37y m? | |Béton | |Aspal | [Rumnuf
Ao SRIpgdl Ligs (28) ¢ | |Betan | |~spal | [Rumpu
Texinay Helipadt Lt 39) m? | |Beton | |Aswal | |Rumpt
Holding By Lijas (40)  m: | |Betan | |mepar L [Rumpu
Cleaingy L tigis: @ m?
HEgA Lijas 43  mr
Rupwiay Steit Ll @3 m?
Maring Lige @4 m
HERE LUes _ 5L ey ltes _ i48) fi?
Wetgrangen Lap-an 1473
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2De
6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (48)
Uraian Luas (m?) Keterangan
|__|Digunakan sendir (49) (60).
|__|Dilakukan pemanfaatan
a. Sesuai persetujuan Menteri Keuangan wff). A82):.
| b. Belum mendapatkan persetujuan Menteri Kevangan .(B3).. ..(54).,
| |Digunakan oleh satker KL lain atau dioperasionalkan pihak lain .(65).. ..(56);.
|__|Belum digunakan (ada rencana penggunaandan/atau pemanfaatan) A(E7).. ..(58)..
Tidak: digunakan-dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau
pemanfaatan ..(Bg).. ..(60),
Total .(61)..
Pihak Lain yang memanfaatkan:
(62),

7. Foto BMN -(63)..

8. Keterangan Tambahan
..(64)..

Tanggal Pelaksanaan Pendafaan _.(85)..

Petugas Pendataan

(66
(67)..
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PETUNJUK FENGISIAN FORM - 03.¢

a. Penjelasan Umum

Form 03.c - Jalan dan Jembatan Lain (JJL) adalah Formulir yang
digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN
berupa JJL yang tercatat dan/atau ditemuikan dalam rangka pelaksanaan
Penilaian Kembali BMN, Form ini bahan pembentukan nilai hasil Penilaian.
b. Cara Pengisian
(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode UAKPB.
(3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi.
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi,
(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(11) Diisi dengan kesesuaian antara kede barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fistk yang ada;
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15) selanjutnya isi
angka (16) dan seterusmya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN vang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelummnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka 4) s.d.
angka (9) koseng). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang diteniukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusnya.
(12) Diisi dengan kode BMN sesuali fisik BMN yang ada.
(13) Diisi dengan nanta BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data
menurut hasil cek fisik.
(16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilakukan perbaikan.
(17) Diisi dengan kondisi Jembatan lain, jika:
1. Baik Sekali:
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan
berada dalam kondisi baik.
2. Baik:
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan
rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan).
Contohi: Scour sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.
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3. Sedang:
Kerusakan yang mermerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada
masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur
kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan
sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan
tanda-tanda yang membutubkan penggantian.

4. Jelek:
Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang
mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit
retak, kayu yang menibusuk, hubang pada permukaan lantai
kendaraan dan pada kepala jembatan, scowring dalam jumilah
sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekali:
Keondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan
segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beten yang memiliki
tulangan vang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar
pengaman tidak ada. Flemen runtuh atau tidak berfungsi lagi.
Contoh bangunan atas yang runtuli, timbunan tanah yang hanyut,

Diisi dengan kondisi Jalan lain, jika:

1. Sangat Baik:
Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.

2. Baik:
Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda
namun masih tetap stabil.

3. Sedang:
Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada
jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.

4. Jelek:
Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda,
menunjukkan gejala ketidakstabilan.

5. Jelek Sekali:
Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami
deformasi dan tidak stabil.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi BMN berada.

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi BMN berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi BMN berada.

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi BMN berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi BMN berada.

(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN, apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.

Sendiri; artinya bahwa tanah lokasi BMN berada mernpakan milik
satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada
angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada
angka (27).
Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker lain baik pada K/L yang sama maupun K/L lain, selanjutnya,
silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode
pencatatan tanah pada amgka (26) heserta NUP pada angka (27).
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Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada meérupakan milik
Pemerintah Daerah. Tehadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian
penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi
angka (295), angka (26), dan angka (27).

Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan
niilik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu
diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.,

(25) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.

(26) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri

(27) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.

(28) Diisi data BMN untuk input proses Penilaian,dengan mencentang
pilihan BMN sebagai landasan pacu atau sebagai Jembatan
Labuh/Sandar.

(29) Diisi luas Runway dan konstruksi (beton, aspal, atan rumpuit).

(80) Diisi luas Overrun dan konstruksi (beton, aspal, atat riumptit).

(81) Diisi luas Turning Area dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(32) Diisi luas Runway Shoulder dan konstruksi (beton, aspal, atau
ramput).

(33) Diisi luas Exit Taxiway dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(34) Diisi luas Rapid Exit Taxiway dan konstruksi (beton, aspal, atau
mumput).

(35) Diisi luas Parallel Taxiway dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(86) Diisi luas Taxiway Shoulder dan konstruksi (beton, aspal, atau
rumput).

(87) Diisi luas Apron dan konstruksi (beton, aspal, atau rumprit).

(38) Diisi luas Apron Helipad dan konstruksi (beton, aspal, atan rumput).

(39) Diisi luas Taxiway Helipad dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(40) Diisi luas Holding Bay dan kenstruksi (beten, aspal, atau rumput).

(41) Diisi luas Clearway dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(42) Diisi luas RESA dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(43) Diisi luas Runway Strip dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(44) Diisi luas Marking dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(45) Diisi luas Jetty dan konstruksi (beton, aspal, atau rumpuit).

(46) Diisi luas Causeway dan konstruksi (beton, aspal, atau rumput).

(47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas jalan atau jembatan.

(48) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaarn BMN yang sesuai
kondisi terkini.

(49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker.

(90) Diisi keterangan tambahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP,
dan lain sebagainya.

(1) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kenangan.

(52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
(51), seperti Surat Persetujuan Pemarnfaatan oleh Menteri Keuangan,
besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya) yang belum memperolely persetujuan Menteri Keuangan.

(54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).

(59) Diisi luas BMN yang digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(96) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55).
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(57) Diisi luas BMN yang belum digunakan nanmiun sudah ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (57).

(59) Diisi lnas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana
penggunaan/ pemanfaatan.

(60) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (39).

(61) Diisi total lnas penggunaan BMN.

(62) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang niemanfaatkan BMN
tersebut.

(63) Diisi dengan foto BMN.

(64) Diisi dengan keterangan tambalan apabila ada.

(65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN:
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4. Infarmasi Tanah Lokasi Bendungan

5. Data Penilaian
a. Bangunan Utama
Jenis Bendungan

1

Bendungan Utama

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | FORM-03.d
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BENDUNGAN
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
4. Unit Akuntansi Kuasa Penigguna Barang No Urut: (3)
Nama UAKPB (1)
Kode UAKPB 2
2. Data Administrasi BMN
Kade Barang (4. - NUP w= s (8
Narma Barang (6) -
MerkiTypefKeterangan ... (7).
Tanggal Perolehan, ... (8}......
Kondisi © [ saik [ rusak Ringan [] rusak Berat
3. Dafa BMN Inventarisasi
Fisik Barang (10) E Ada H Tidak Ditemukan
Kesesuaian dengan oan Sesuai Tidak Sesuai DBaium tercatat / Barang Berlebil)
Kode Barang
Kode Barang Sama Tidak sama, ... (12).....
Nama Barang Sama Tidak sama, ... (13 ).
MerkiTypefKeterangan Sama Tidak sama, ... (14 ).....
Tanggal Perolehan/Bangun Sama Tidak sama, (48 Yy = Tahun Perbaikan w16 -
Luas Bangunan (A7) - m?
Kondisi (18) Baik |_|Rusak Ringari l—l Rusak Berat
Balk Sekali m Baik Sedang Jelek |_| Jelek Sekali
AlamatObjek Ll €190
Kel/Desa: ... (20)... Kab./Kota: ... (22)...
Kec: 21, Provinse: el 23)..
Status Pengelolaan (24) Telah terbit persetujuan pemindat s h tetapi belum terbit SK Penghapusan
Belum terbit'p ljuan pemindahtang fpenghap

29) D Urugan Tanah

Peimilik Tanal @) [ sendii ] satker Lain
Kode Satker il 260

Kade Barang

NUP

I:] Urugan Baty

[ritiak Lain

Keterangan Lain-lam

-(48)..

Treatment pondasi (30) Curtain Grouting
Diafragma Wall
Valume inti lebar puncak 31
2. Bendungan Pengelak
Yolumeinti lebar puncak ..(34)..
b. Bangunan Pelengkap
1. Saluran/Terowongan Pengelak
Treatment pondasi @an Curtain Grouting
Parijang -(38). m
2. GalerifTerowongan Ihspeksi
Treatment pondasi (39) Curtain Grouting
Panjang {40} m
3. Bangunan Pelimpah dan Kelam Olak
Treatment pondasi @ Curtain Grouting
Luas saluran -(42).. m
4. Bangunan Pengambilan//ntake
Volume Konstruksi .(43).. m?
5 Bangunan PengurasfBottorn Qutlet
Volume Kanstruksi (44 m?
¢. Pekeijaan Hidromekanikal Pintu
Luas pintu Gate Leaf  .@46). m’
d. Penahan Tanah
Luas Dinding Penahan Tanah L(48). m°

Consolidation Grouting || Blanket Grouting
Cut of Wall
m tinggi (32) m parijang .(33).. m
m  tingg .(3B).. m  parjang __.(36).. m
D Consolidation Grouting D Blanket Grouting
D Consolidation Grouting I:I Blanket Grouting
D Consolidation Grouting I:l Blanket Grotting

Guide Frame L(46) m®  Hoist & Contre_ .(47).. set
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2=
6, Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (50)
Uraian Luas (m’) Keterangan
| |Digunakan seniri 2(B). (52)..
| |Dilakukan pemanfaatan
a. Sesuaipersetujian Menteri Keuangan (B3).. (54).
| b, Belurn'mendapatkan persetujuan Menterf Keuangan =+.(85).. :(56)..
| |Digunakan aleh satker KiL lain atau dioperasionalkan pitiak lain «(B7).. .i(58)..
| Belum digunakan (adla rencana penggunaan: danfatau pemanfaatan) .{59).. .(60)..
Ticiak digunakan dan ticak ada rencana penggunaan danfatau
pemanfaatan 61).. (62).
Total .(63)..
Fihak L.sii yang memanfaatkan;
-(64)...
7. Foto BMN .(65)...
8. Keterangan Tambahan
(B6)...
Tanhggal Pelaksanaan Pendataan L(B7)..

Petugas. Pendataan

(68)..
.(63)...
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PETUNJUK PENGISIAN FORM — 03.d

a. Penjelasan Umum
Form 03.d - Bendungan adalah Formulir yang digunakan ontuk mendata
dan mencatat infermasi terkait dengan BMN perupa Bendungan yang
tercatat dan/atau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali
BMN. Form ini digunakan sebagai balian pembentukan nilai hasil Penilaian.
b. Cara Pengisian

(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode TUAKPB.
(3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi:
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan
data administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi.
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasiy yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sehelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN vang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d.
angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusnya.
(12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMIN yang ada.
(14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan tanggal perolehan/dibangun sesuai dengan data menurut
hasil cek fisik.
(16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilakukan perbaikan.
(17) Diisi dengan luas BMN saat pendataan.
(18) Diisi dengan kondisi BMN saat penidataan.
(19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
(20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada:
(21) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.
(22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi taniah berada.
(23) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
(24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
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namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.
Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada
angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada
angka (28).

Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker lain baik pada K/L yang sama atau /L lain, selanjutnya,
silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode
pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Perida, artingya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
Pemerintahh Daerall. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan
perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi
angka (26), angka (27), dan angka (28).

Pihak Lain, artinya bahwa tanah Ilokasi BMN berada bukan
meripakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini,
perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebuit,
guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN
vang dimiliki di atas lahar/tanah pihak lain tersebut.

(26) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri.

(27) Diisi kede barang tanal tempat BMN tersebut berdiri.

(28) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri.

(29) Diisi jenis bendungarn.

(80) Diisi jenis Treatment pondasi bendungan utama.

(81) Diisi lebar puncak bendungan utama.

(82) Diisi tinggi bendungan utama.

(33) Diisi panjang bendungan utama.

(84) Diisi lebar puncak bendungan pengelak.

(85) Diisi tinggi bendungan pengelak.

(36) Diisi panjang bendungan pengelak.

(37) Diisi jenis Treatment pendasi Saluran/Terowongan Pengelak:

(38) Diisi panjang Treatment pondasi Saluran/Terowongan Pengelak.

(39) Diisi jenis Treatment pondasi Galeri/Terowongan [nspeksi.

(40) Diisi panjang Treatment pondasi Galeri/Terowongan nspeksi.

(41) Diisi jenis Treatment pondasi Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.

(42) Diisi luas saluran peluncur Bangunan Pelimpah dan Kolam Olak.

(4-3) Diisi Volume Beton Intake/Bangunan pengambilan.

(44) Diisi Volume Beton Bangunan Penguras/ Bottom Outlet.

(45) Diisi luas pintu Gate Leaf:

(46) Diisi luas pintu Guide Frame.

(47) Diisi unit pintu Hoist & Control.

(48) Diisi luas Dinding Penahan Tanal.

(49) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bangunan, seperti:
nama objek sesuai penggunaannya.

(90) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai
kondisi terkini. '

(51) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker.

(52) Diisi keterangan tambahan pada angka (51), seperti Persetujuan PSP, dsb.

(53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Kenangain.

(94) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
(53), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,
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besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(55) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dan
lain sebagainya yang belum memperoleh persetujuan Menteri Kenangan.

(56) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (55).

(87) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(98) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka
(37), seperti persetujuan penggunaan sementara atan persetujuail
pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tusi satker
oleh Menteri Keuangan.

(59) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudali ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(60) Diisi keterangan untuk luas pada angka (59).

(61) Diisi lnas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatan.

(62) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (61).

(63) Diisi total lnas penggunaan BMN.

(64) Diisi dengan pihak yang sedang memantfaatkan/menggunakan seperti
satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).

(65) Diisi dengan foto BMN.

(66) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.

(67) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(68) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(69) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.

www.peraturan.go.id



-71-

2017, No.1185

Form — 03.e
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | FORM-03.e
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BENDUNG
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang NoUrut: (3}
Nama UAKPB : (1)
Kode UAKPB
2, Data Administrasi BMN
Kode Barang NUP e (5 ...
Nama Barang
Merk/Type/Keterangan
Tanggal Perolehan
Kondisi ) [ Rusak Ringan [ Rusak Berat
3. Data BMN Inventarisasi
Fisik Barang g - 3 Ada B Tidak Ditemutkan
Kesesuaian dengan an . Sesuai Tidak Sesuai I:IBelum tercatat / Barang Berlebih
Kade Barang
Kode Barang Sama Tidak sama, ... (12)......
Nama Barang Sama Tidak sama, ... (13 )......
MerkiType/Keterangan Sama Tidak sama, ... (14 ...,
Tanggal Perolehan/Bangun Sama Tidak sama, ... (15 )..... Tahun Perbalikam . ... (16).......
Luas Bangunan el 17 s m
Kondisi (18) 1 Baik Rusak Ringan Rusak Berat
[ Baik Sekali [ | Baik Sedang [ Juelek [ ] Jelek Sekal
Alamat Objek D19,
Kel./Desa; (20 Kab./Kota: ... (22)......
Kee:: L2 Yo Provinsl: ... (23)......
Status Pengelolaan (24) / h tetapi belum'ada SK Penghapusan

4. Informasi Tanah Lokasi Bendung

: [ Trelah terbit persetuiuan pemindatt
Belum terbit persefujuan pemindaktanganani

ghapusan

Pemilik Tanah (25) : DSendiﬁ [:l Satker Lain DPihak Lain
Kode Satker t sl 28
Kode Barang
NUP
§: Data Penilaian
Bangunan Utama
Tipe Bendung 29) : |:| Bendung Tetap. [:l Bendung Gerak El Bendung Karet
Tubuh Bendung I Volume ..(30).. m® Panjang Mercu A(31). m
Bamgunan Pelengkap Tinggi () Lebar (m) \Volume (m) Jumlah (set)
2. Lantai'Hulu (32)..
b. LantaiHilirfKetam Olak .(33)..
¢. Sandrap .(34).
d. Sayap Bendung (35)..
e. Dinding Penahan Tanah ..(36)..
Pasangan Batu Kali
f  Dinding Penahan Tanah 37y
Pasangan Bronjong
g. Tanggul .(38).
k. Bangunan Pengambilan [ Intake (39)..
i, Bangunan Pembilas/Penguras .(40)..
. Pintu Alr Intake (1) (42, 43)..
k. PFintu Ait Pembilas/Penguras (4d)_ (45). (48)

Keteranigan Lain-lain

@7,
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T
6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (43)
Uraian Luas {m*) Keterangar
| |Digunakan senir| L{49)., (500,
| |Dilakukan pemanfaatan
a. Sesual persetujuan Menteri Keuangan (81).: #{52).:
| b Belum mendapatkan persetujuan Menter] iKeuangan AB3).. [54)..
|__|Digunakan oleh'satker K/L 1ainatau dloperasionalkan pinak lain -(88).. .456)..
Belum digunakan (ata rencana penggunaan dan/atau pemanfaataiy) +(567). :+(58).:
 Tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan danfatau
pemanfaatan ..(59).: {60).:
Total _(61)...
Plhak Lain yang memarnifaatkan:
(62)..
7. Foto BMN (63)
8. Keterangan Tambahan
-(64)..
Tanggal Pelak 1 Pendat .(65)..

Petugas Pendataan

{68)..
{67)..
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PETUNJUK FENGISIAN FORM - 03.e

a. Penjelasan Umum
Form 03.e - Bendung adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan
mericatat informasi terkait dengan BMN berupa Bendungan yang tercatat
danfatau ditemukan dalam rangka pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.
Form ini digunakan sebagai bahan pembentukan nilai dalam proses
Penilaian:
b. Cara Pengisian
(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
(2) Diisi dengan kode UAKPB.
(3) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja Inventarisasi,
(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.
(5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
administrasi.
(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).
(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan).
(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.
(9) Diisi sesnai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.
(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian form tidak perlu dilanjutkan.
(11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada;
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (15), selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka #) s.d.
angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seferusnya.
(12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.
(14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.
(15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data
menurut hasil cek fisik.
(16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilaknkan perbaikai.
(17) Diisi dengan lnas BMN saat pendataan.
(18) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.
(19) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor lokasi tanah berada.
(20) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa lokasi tanah berada.
(21) Diisi dengan naina Kecamatan lokasi tanah berada.
(22) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.
(28) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah herada.
(24) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujuan
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
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namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(25) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.
Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker bersangkutan; selanjutnya, silahkan mengisi kede satker pada
angka (26), kode pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada
angka (28).

Satker Lain, artinya baliwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya,
silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (26), kode
pencatatan tanah pada angka (27) beserta NUP pada angka (28).
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
Pemerintah Dagral. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian
penggunaan tanah dengan Pemda yang Dbersangkutan guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi
angka (26), angka (27), dan angka (28).

Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakarn
milik Pemerintalh Pusat/Daerali. Terhadap kondisi ini, perlu
diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut,

(29) Diisi dengan mencentang tipe bendung (bendung tetap, bendung gerak,
atau bendung karet).

(30) Diisi dengan volume bendung (dalam m?® atau kubik).

(31) Diisi dengan paijang mercu.

(82) Diisi dengan volume lantai hulu (dalam m?® atau meter kubik).

(33) Diisi dengan volume lantai hilir/kelam olak (dalam m3 atau meter kubik).

(34) Diisi dengan volume sandtrap (dalam m® atau meter kubik).

(35) Diisi dengan volume sayap bendung (dalam m® atau meter kubik).

(36) Diisi dengan valume dinding penahan tanah pasangan batu kali (dalam
m? atau meter kubik).

(37) Diisi dengan volume dinding penahan tanah pasangan brenjong (dalam
m? atau meter kubik).

(38) Diisi dengan volume tanggul (dalam m?3 atan meter kubik).

(39) Diisi dengan velume bangunan pengambilan/Intake (dalam m® atan
meter kubik).

(40) Diisi dengan volume bangunan pembilas/penguras (dalam m3atau
meter kubik).,

(41) Diisi dengan tinggi pintu air Intake:

(42) Diisi dengan lebar pintu air ntake.

(43) Diisi dengan jumlah unit pintu air Intake.

(44) Diisi dengan tinggi pintu air Pembilas/Penguras (dalam ukuran meter).

(45) Diisi dengan lebar pintu air Pembilas/Penguras.

(46) Diisi dengan jumlah unit pintu air Pembilas/Penguras.

(47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas bendung, seperti:
nama objek sesuai penggunaannya.

(48) Diisi dengan mencentang statiis penggunaan BMN tersebut sesuai
kondisi terkini.

(49) Diisi lnas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker.

(50) Diisi keterangan tanibahan pada angka (49), seperti Persetujuan PSP, dsb.

(51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai,
dsh.) yang telali memperoleh persetujuan Menteri Kenangai.

(52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantiun pada angka
(51), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,
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besaran PNBP, jangka waktu pemanfadatan, dan lain sebagainya.

(53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai,
dsh.) yang belum mempercleh persetujuan Menteri Keuangan.

(54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (53).

(55) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (55),
seperti persetujnan penggunaan sementara atau persetujuan
pengoperasionalan oleh pihak lain untukpenyelenggaraan tusi satker
oleh Menteri Keuangarn.

(57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(58) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (58).

(59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatan.

(6Q) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (59).

(61) Diisi total luas penggunaan BMN.

(62) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti
satker lain/pihak lain (mitra kerjasama pemanfaatan BMN).

(63) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini, termasuk
mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunarn.

(64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.

(65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(67) Diisi dengan NIP/NRP petugas pendataan BMN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA FORM - 03.f
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA =
FORMULIR PENDATAAN OBJEK PENILAIAN KEMBALI
1, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Ne Urur: 3
[Yama LIAIKPER (1)
Kode UAKRE (2
2:/Data-Administrasi BMN
[Kode Barana 4y KU (&4
Nama Barana By
Merki Ty perxetsrangen (R
Tehooal Perciehan -
Kenalsi @[] eak [ Truses ringsn [ | rusaieeral
3. Data BMN |nventarisasi,
st Barang o) Adg Tigak Diternuian,
Kesestaian dengan an B Sesual B Tioak Sesua E[Ii-du'm tercaral )/ Barana-Beriebin
[ode Barany
Kode Barang Sairtid | Tigak sama, {129,
INams Barahy Sanid | Tk sana, {13
Merk/ Ty pafisaierznaan Sanmia | Tgak sana, (14
Tehiige Perclehan/Banaun Saffia Tidels safma, A5 Tehun Perbaikan
[ ondist ar Balk Rusalk Ringah Rusak Berat
Eak Sekall | | Baih I;\ Sedany ‘ Jejels [ ] seleh sesan
Alama ©hjeh (125
S8l iDesa| (19) [<ath Mot 21)
[ (20x) Provinsi | 229
Stafus Pargelolsan 23]

Belum terf persetujuan permindatianganen/penatispusan

. Informias| Tanah Lokas| Eangunan, Al Lainnya

PemillTana (24 Seni [ setwerLain
Kode Satker (25§

|Kode Barang (28§

HUP (G _

{Kandist Tanah (28) D =1 [ [ruse pingen

.. Dafa Penilaian

Bervasarkan Kemmpan Kenstidksmya dapat digolongkean sebags
|, Gaaung dan BEanglinan
a _ams Bargynen Berdasafen FLRgs!

(plilh salah satr)

29

BT—'&&*\ terbil pierseflyuan pamindahtanganan/perahapusar tetap) bellam terbit SiK Penghapusar

[ Trinai Lain:

[ |rusa Beret

Res|gansizl Kaofersis) Industral Lan-Lamn

Rumiah Tingasal / Dinas RukeRukzn Patrh. Sepalah

Rupiah Susun Peryanmaran Gudang Tempal Ipacah

Mess/Asrama Periokosn Benhgkel Gedunig Pertermuan

Apartehen Mzl Tragde Camer NGZZEING Rumah Sakit

Kondonmmlm l<anlor Remarntan Ada Hiptel

Tidak Ada
b Fasllitss
Pagar Jeriis 430 Panjand (= fm
Perizerasan Jenis €32y, Luas {28) i
E[z Jerrlbatan
kondis Tanat ey I:’ 1 I:' 2 [:I &
Detsil Posisl Ismbetan (55),
Jen|s demrbatan 36 Box Sulert \Beton Flat st ‘BewrnBalikT U Béion Fraegang
Celagal Bgja Rangrka Baja Lairnya (57)
Faniang lempatan (38), nt Tingar Rz @l lidl
Lebar Jariibatarn £39) n Lebar Trotozt {42) (adll
Lugs Jembatar 40 m*=  Jumnlah Turmpuan (43)
Pemcgrasan Lapal {48y Panyang Kam (@4 m
Parijang AT n Posisi Jenibatan, Berada d atas. Sungd
|-eban sy m as) Tidak Berada o @ias Surod

Sampungan LurER 4Gy, Panjang (50 m
Sandaran Bahan &1 Panjana (52 (adll
Tiarig Sandaran Bakan (53 darrilah (54}
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-2~

DS Saluran

Jenis (55) i Saluran Terbuka Saluran Tertutup
Bahan (56) . |_|Tanah Batu Bata I:IBatu Kali DBeton
Dimensi u Luas Penampang A57).. m°  Panjang Saluran ..(58).. m
4. Pengaman Sungai / Pantai‘
Jenis (59) = DPenguai Tebing E]Revetment DGmin DBreakwarer
Dimensi i Volume Konstruksi ..(60).. m’
5, Bak Penampungan/ Ressrvaar
Dimensi i Panjang LB, m Lebar .(B2).. m Tinggl =(63).: m
DG. Lainnya (64)
Jenis Kanstruksi (85) Violume Kanstruksi (66, m®
Konstruksi Tanah Konstruksi Beten
Konstruksi Batu Bata Kenstruksi Beton Bertulang
Kanstruksi Batu Kali Kanstruksi Baja
Keterangan Lain=lain ..(67)..
6. Data Pengelolaan BMN
Status Penggunaan (68)
Uraian Luas (m%) Keterangan
|| Digunakan sendiri .(89)., A70)..
| |Dilakukan pemanfaatan
2 Sesual persetujuan Menteri Keuangan A7 UT2)..
| b Belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan A(73).. L(T4)..
| |Digunakan oleh satker KIL lain atau dioperasionalkan pihak lain A75).. A78)..
| |Belum digunakan {ada rencana penggunaan dan/atau pemanfaatan) | .(77).. (78)..
Tidak'digunakan dan tidak ada rencana penggunaan dan/atau
pemanfaatan (79).. .(80)..
Total A8
Pihak Lain yang memanfaatkani:
.(82).,
7. Foto BMN (83)

8. Keterangan Tambahan
<(84):

Tanggal Pelaksanaan Pendataan .(85)..

Petugas Pendataan

(86)..
.487)..
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FETUNJUK PENGISIAN FORM —03.f

a. Penjelasan Umum
Form 03.f - Bangunan Air Lainnya adalah Formulir yang digunakan untuk
mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa Bangunan Air
selain Bendungan dan Bendung (seperti saluran air, pengaman
sungai/pantai, bak penampungan, dan lain sebagainya) yang tercatat
dan/atau ditemukan. Form ini dignnakan sebagai bahan pembentukan nilai
wajar dalam proses Penilaian.

b. Cara Pengisian

(1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).

(2) Diisi dengan kode UAKPB.

(8) Diisi dengan nomor urut dalam Kertas Kerja [nventarisasi.

(4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi.

(5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data
administrasi.

(6) Diisi dengan nama barang per sub kelompok barang (sesuai dengan
data administrasi).

(7) Diisi dengan merek/tipe/keterangan (dapat disesuaikan sesnai
kebutuhan).

(8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi.

(9) Diisi sesuiai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi.

(10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "Tidak
Ditemukan", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.

(11) Diisi dengan kesesuaian antara kede barang yang tercatat pada data
administrasi dengan data hasil cek fisik.
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada,
centang kolom sama pada angka (12) s.d angka (13) selanjutnya isi
angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan
(kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas
BMN yang tercatat sebelummnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak
ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan
pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di
lapangan, dimulai mengisi angka (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara
fisik ada, tetapi behum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d.
angka (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan
data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi
angka (12) dan seterusuya.

(12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada.

(18) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada.

(14) Diisi dengan merek/tipe/keterangan sesuai fisik BMN yang ada.

(15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan hasil
cek fisik.

(16) Diisi dengan talhun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah
dilakukan perbaikan.

(17) Diisi dengan kondisi BMN saat pendataan.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomot lokasi tanah berada.

(19) Diisi dengan nama Keluralian/Desa lokasi tanah berada.

(20) Diisi dengan nama Kecamatan lokasi tanah berada.

(2 1) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya lokasi tanah berada.

(22) Diisi dengan nama Provinsi lokasi tanah berada.
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(23) Diisi dengan status pengelolaan BMN apakah sudah ada persetujiian
Pengelola Barang dalam rangka pemindahtanganan atau penghapusan
namun belum ditetapkan SK Penghapusan.

(24) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.
Sendiri, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan miiik
satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada
angka (235), kede pernicatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada
angka (27).

Satker Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya,
silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode
pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).
Pemda, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada merupakan milik
Pemerintalhh Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan
perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna
menghindari adanva permasalahan yang berdampak pada BMN yang
diniiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi
angka (25), (26), dan (27)

Pihak Lain, artinya bahwa tanah lokasi BMN berada bukan merupakan
milik Pemerintah Pusat/Daecrah. Terhadap kondisi ini, perlu
diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna
menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang
dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

(28) Diisi dengan kondisi tanah tempat bangunan air lainnya berdiri.

(29) Diisi dengan mencentang pilihan Jenis Bangunan berdasarkan fungsi
apakah termasuk dalam katagori bangunan Residensial, Komersial,
Industrial, dan/atau lain-lain.

(30) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa pagar permanen, jika
tidak ada, maka tidak perlu diisi. '

(31) Diisi panjang pagar sebagaimana tercantum pada angka (30).

(32) Diisi hanya apabila terdapat fasilitas berupa perkerasan (berupa aspal,
beton, batako, dsh), jika tidak ada, maka tidak perlu diisi.

(33) Diisi luas perkerasan sebagaimana tercantum pada angka (32).

(34) Diisi dengan kondisi tanal.

1: Bila tanah asli keras padat
2: Bila tanah asli agak keras tertanam di air
3: Bila tanah mengandung pasir/tanahnya liat terfanam di air/rawa.

(35) Diisi dengan detail posisi Jembatan berada:
Sebutkan berada di atas sungai atau jalan apa dan menghubungkan
jalan apa.

(86) Diisi dengan jenis Jembatan.

(37) Diisi dengan jenis Jembatan Lainnya yang tidak terdapat pada pilihan.
(38) Diisi panjang Jembatan.

(39) Diisi dengan lebar Jembatan.

(40) Diisi dengan luas Jembatan.

(4 1) Diisi dengan tinggi pilar Jembatan.

(42) Diisi dengan lebar trotoar pada Jembatan.

(48) Diisi dengan jumlah tumpuan Jembatan.

(44) Diisi dengan panjang kerb.

(45) Diisi dengan posisi Jembatan.

(46) Diisi dengan jenis perkerasan lantai Jembatan.
(47) Diisi dengan panjang perkerasan.

(48) Diisi dengan lebar lantai perkerasarn.

(49) Diisi dengan junilah sambungan.

(50) Diisi dengan panjang sambungan.
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(51) Diisi dengan jenis bahan sandaran (contoli: Pipa, Baja).

(52) Diisi dengan panjang sandaran,

(53) Diisi dengan jenis bahan tiang sandaran (contoh: Beton, Baja).

(54) Diisi dengan jumlah sandaran.

(59) Diisi dengan mencentang salah satu Jenis Saluran Air.

(56) Diisi dengan mencentang hahan pembuatan Saluran Air.

(57) Diisi dengan luas penampang.

(58) Diisi dengan panjang saluran air.

(59) Diisi dengan memncentang salah satu jenis pengaman sungai/pantai.

(60) Diisi dengan volume kontruksi pengaman stingai/pantai,

(61) Diisi dengan panjang bak reservoar.

(62) Diisi dengan lebar bak reservoar.

(63) Diisi dengan tinggi bak reservoar.

(64) Diisi dengan jenis bangunan air lainnya selain Bangunan, Jembatan;
Saluran, Pengaman Sungai, dan Bak penampungan.

(65) Diisi dengan mencentang salali sata jenis konstruksi pembuatan
bangunan air lainnya.

(66) Diisi dengan volume kontruksi pengaman sungai/pantai,

(67) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada,

(68) Diisi dengan mencentang status penggunaan BMN tersebut sesuai
kondisi terkini.

(69) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tusi
satker:

(70) Diisi keterangan tambahan pada angka (69), seperti Persetujuan PSP,
dan lain sebagainya.

(71) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai,
dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

(72) Diisi keteranigan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka
(71), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan,
besaran PNBP, jangka waktu pemanfaatan, dan lain sebagainya.

(73) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai,
dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

(74) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana tercantum pada angka (73).

(73) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau pihak lain.

(76) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana tercantum pada angka (73),
seperti  persefujuan penggunaan sementara atau  persetujuan
pengoperasionalan oleh pihak lain untuk penyelenggaraan tusi satker
oleh Menteri Keuangan, jangka waktu penggunaan, dan lain
sebhagainya.

(77) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana
untuk menggunakan BMN tersebut.

(78) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (77).

(79) Diisi Ilnas BMN yang tidak diguonakan dan tidak ada rencana
penggunaan/pemanfaatar.

(80) Diisi keterangan untuk luas BMN pada angka (79).

(81) Diisi total luas penggunaan BMN.

(82) Diisi dengan pihak yang sedang memanfaatkan/menggunakan seperti
satker lain/pihak lain (mitra kerjasama penianfaatan BMN).

(83) Diisi dengan foto BMN, menggambarkan kondisi BMN terkini,
termasuk mewakili tampak luar dan tampak dalam bangunan.

(84) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada.

(89) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN.

(86) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN.

(87) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN.
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Mapping Formulir Objek Pendataan Penilaian Kembali BMN

GOL|BID | KEL |SUB| SUB- | SAT 1TRAIAN FORM
KEL| SUB
KEL
4 |00 | 00 | 00 | 000 GEDUNG DAN BANGUNAN
4 | 01|00 | 00 | 000 BANGUNAN GEDUNG
4 | 01|01 | 00| 000 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
i KERJA
4 | 01|01 |01 | 000 BANGUNAN GEDUNG KANTOR
4 |01 |01 | 01 | 001 | Unit |Bangunan Gedung Kantor Permanen | Bangunan
4 |01 |01 |01 | 002 |Unit|Bangunan Gedung Kantor Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 |0l | 01 | 0038 | Unit | Bangunan Gedung Kantor Darurat Bangunan
4 |01 |0l | 01 | 004 | Unit |Rumah Panel Bangunan
4 01|01 |01 | 999 Bangunan Gedung Kantor Lainnya Bangunan
4 |01 |01 02| 000 BANGUNAN GUDANG
4 | 01|01 | 02| 001 |Unit Bangunan Gudang Tertutup| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 02| 002 |Unit Bangunan Gudang Tertutup Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 ] 01| 02| 003 | Unit [Bangunan Gudang Tertutup Darurat | Bangunan
4 | 01|01 | 02| 004 |Unit [Bangunan Gudang Terbuka| Bangunan
Permanen
4 | 01| 01| 02| 005 |Unit Bangunan Gudang Terbuka Semi| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 | 02| 006 |Unit Bangunan Gudang Terbuka Darurat | Bangunan
4 | 01| 01| 02| 007 |Unit Bangunan Gudang Penyimpanan| Bangunan
Limbah Radieaktif Sementara (Intern
Storage)
4 | 01|01 | 02| 008 |Unit Bangunan Gudang Penyimpanan| Bangunan
Limbah Radioaktif Permanen
4 |01 | 0l | 02 | 009 |Unit Bangunan Gudang Penyimpanan| Bangunan
Limbah Radioaktif Aktivitas Tinggi
4 |01 |01 | 02| 010 |Unit Bangunan Gudang Penyimpanan| Bangunan
Limbah Radioaktif Cair
4 |01 |01 |02 01l |Unit Bangnnan Gudang Penyvimpanarn Bangunan
Limbah Radioaktif Padat
4 | 01| 01| 02| 012 |Unit Bangunan Gudang Penyvimpanarn Bangunan
Limbah Radioaktif Gas
4 | 01| 01| 02| 018 |Unit Bangnnan Gudang Penvimpanan Bangunan
i Limbah Radicaktif Lainnya
4 |01 |01 |02 999 Bangunan Gudang Lainnya Bangunan
4 | 01|01 | 03| 000 BANGUNAN GEDUNG UNTUK
i BENGKEL/HANGGAR
4 01|01 | 03| 001 |Unit | Bangunan Bengkel/Hanggar| Bangunan
] Permanen
4 | 01|01 | 03| 002 |Unit Bangunan Bengkel/Hanggar Semi| Bangunan
I Permanen
4 |01 ]| 01 | 03 | 003 | Unit |Bangunan Bengkel/Hanggar Darurat | Bangunan
4 [ 01|01 | 03| 999 Bangunan Gedung Untuk
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Bengkel/Hanggar Lainnya
. 4 |01 |01 |04 | 000 BANGUNAN GEDUNG INSTALASI
. 4 |01 | 01|04 | 001 | Unit |Gedung [nstalasi Studio Bangunan
4 |01 |01 | 04 | 002 |Unit | Gedung Instalasi Pemancar Bangunan
4 |01 | 01 | 04 | 008 | Unit Bangnnan Gedung Instalasi Radar Bangunan
4 |01 |01l | 04 | 004 | Unit Bangunan Gedung Reaktor Nuklir Bangunan
4 |01 |01 |04 | 005 |Unit |Bangunan Gedung Instalasi| Bangunan
Pertahanan dan Keamanai
4 |01 |01 | 04| 999 Bangunan Gedung Tnstalasi Laintiva | Bangunan
4 | 01|01 | Q05| 000 BANGUNAN GEDUNG
LABORATORIUM

4 |01 |0l | 03| 00l |Unit|Bangunan Gedung Laboratorium| Bangunan
I Permanen

4 |01 |0l | 03| 002 |Unit |[Bangunan Gedung Laboratorium| Bangunan

Senii Permianen

4 | 01| 01| 05| 003 |Unit Bangunan Gedung Laboratorium| Bangunan
I Darurat

4 | 01|01 |05 | 999 Bangunan Gedung Laboratoriuim| Bangunan
i Lainnya
4 |01 | 01 | 06 | 000 BANGUNAN KESEHATAN

4 |01 |01 |06 | 001 |Unit Bangnnan Rumah Sakit Umum Bangunan

4 |01 | 0l | 06 | 002 | Unit Bangunan Rumah Sakit Khosos Bangunan

4 |01 | 01 | 06 | 008 | Unit |Bangunan Rumah Sakit Kusta Bangunan

4 |01 | 01 | 06 | 004 | Unit |Bangunan Rumah Sakit Jiwa Bangunan

4 | 01|01 | 06 | 005 | Unit [Bangunan Rumah Sakit Paru-Paru Bangunan
4 | 01|01 | 06| 006 |Unit Bangunan Rumah Sakit Gigi Bangunan
4 | 01|01 | 06| 007 |Unit |Bangunan Rumah Sakit Jantung Bangunan
4 | 01|01 | 06 | 008 |Unit |Bangunan Rumah Sakit Kanker Bangunan
4 | 01| 01| 06| 009 |Unit Bangunan Rumah Sakit Bersalin Dan| Bangunan

Lain-Lain
4 |01 |01]| 06| 010 |Unit Bangunan Klinik/Puskesmas Bangunan
4 101 ]01]06| 011 | Unit Bangunan Rumah Sakit Hewan Bangunan

4 |01 |01 | 06 | 012 |Unit Bangunan Puskesmas Penibaritu Bangunan

4 |01 |01 | 06 | 018 | Unit |Bangunan Tempat Praktek Dokter Bangunan
4 | 01|01 | 06| 014 | Unit |Bangunan Tempat Praktek Bidan Bangunan
. 4 |01 |01 | 06 | 015 | Unit | Bangunan Posyandu Bangunan

4 |01 | 01| 06| 016 |Unit|Bangunan Polindes (Pondok Bersalin| Bangunan
, Desa)

4 |01 |01 | 06| 017 | Unit |Banguan Apotik Bangunan
4 |01 | 01 | 06 | 018 | Unit |Bangunan Toke khusus obat/jamu Bangunan
4 | 01| 01| 06 | 999 Bangunan Kesehatan Lainnya Bangunan

4 | 01|01 |07 | 00O BANGUNAN OCEANARIUM/

I OBSERVATORIUM

4 |01 |01 |07 | 00l |Unit |Bangunan Oceanarinm /| Bangunan
i Observatorium Permanen

4 [ 01|01 |07 | 002 |Unit | Bangunan Qceanarium/| Bangunan
I Observatorium Semi Permanern

4 [ 01|01 | 07 | 008 |Unit | Bangunan Qceanarium/| Bangunan
I Observatorium Darurat

4 | 01| 01| 07| 999 Bangunan Qceanarium/| Bangunan

Observatorinm Lainnya
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4 | 01|01 | 08| 000 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
IBADAH
4 | 01|01 | 08|00l |Unit Bangunan Gedung Tempat I[badah| Bangunan
Pérmanen ‘ '
4 | 01|01 | 08| 002 |Unit Bangunan Gedung Tempat I[badah| Bangunan
Semi Permanen ‘
4 | 01|01 | 08 | 003 |Unit Bangunan Gedung Tempat I[badah| Bangunan
Darurat
4 | 01|01 | 08| 999 Bangunan Gedung Tempat Ibadah| Bangunan
Lainnya
4 | 01|01l |09 | 000 BANGUNAN GEDUNG  TEMPAT
PERTEMUAN
4 |01 |01 |09 001 |UnitBanhgunamn Gedung Pertemuan| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 | 09| 002 |Unit Bangunan Gedung Pertemuan Semi| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 |09 | 003 |Unit Bangunan Gedung Pertemuan| Bangunan
Darurat
4 |01 |01]|09| 999 Bangunan Gedung Tempat| Bangunan
Pertemuan Lainnya
4 | 01|01 10 | 000 BANGUNAN  GEDUNG  TEMPAT
PENDIDIKAN
4 | 01|01 | 10| 001 |Unit |[Bangunan Gedung Pendidikan| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 10 | 002 | Unit Bangunan Gedung Pendidikan Semi| Bangunan
Permanen
4 | 01| 01| 10 | 003 | Unit [Bangunan Gedung Pendidikan| Bangunan
Darurat
4 |01 |01 | 10 | 004 | Unit |Bangunan Gedung Pendidikan dan| Bangunan
Latihan
4 |01 |01 | 10 | 999 Bangunan Gedung Tempat| Bangunan
Pendidikan Lainiya
4 |01 |01 |11 | 000 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH
RAGA
4 |01 |01 | 11| 001 |Unit | Gedung Olah Raga Tetutup| Bangunan
I Permanen
4 |01 |01 |11 | 002 |Unit |Gedung Olah Raga Tertutup Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 |01 | 11 | 608 | Unit |Gedung Olah Raga Tertutup Darurat | Bangunan
4 |01 |0l | 11 | 004 |Unit|Bangunan ©Olah Raga Terbuka| Bangunan
] Permanen
4 |01 |01l | 11 | 065 |Unit Bangunan Olah Raga Terbuka Semi| Bangunan
I Permanen
4 |01 |01 | 11 | 006 |Unit Bangnnan ©Olah Raga Terbuka| Bangunan
i Darurat
4 01|01 | 11 | 007 |Unit Bangunan Gedung Olah Raga Kolam| Bangunan
i Renang
4 | 01|01 | 11 | 999 Bangunan Gedung Tempat Olahl Bangunan
Raga Lainnya
4 01|01 |12 | 000 BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/
KOPERASI/PASAR
4 |01 01|12 | 001 |Unit|Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar| Bangunan
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I Permanen
4 [ 01|01 |12 | 002 |Unit |Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar| Bangunan
I Semi Permanen
4 |01 |01 | 12 | 003 |Unit|Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar| Bangunan
i Darurat '
4 | 01|01 | 12 | 999 Bangunan  Gedung Pertokoan/| Bangunan
Koperasi/Pasar Lainnya '
4 01|01 |13 | 000 BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS
JAGA
4 | 01|01 | 13| 001 |Unit |Gedung Pos Jaga Permanen Bangunan
4 |01 |01 | 13 | 002 | Unit |Gedung Pos Jaga Semi Permanen Bangunan
. 4 |01 |01 | 13 | 003 | Unit |Gedung Pos Jaga Darurat Bangunan
4 |01 | 01 | 13 | 004 | Unit |Gedung Menara Peninjau Permanen | Bangunan
4 |01 | 01| 13| 005 |Unit Gedung Menara Peninjau Semi| Bangunan
I Permanen
4 | 01|01 | 13 | 006 |Unit |Gedung Menara Peninjau Darurat Bangunan
4 |01 |01 | 13 | 007 | Unit Gedung Pos Pamtas Permanen Bangunan
4 |01 |01 | 13 | 008 | Unit |Gedung Pos Pamtas Semi Permanen | Bangunan
4 |01 |01 | 13 | 009 | Unit |Gedung Pos Pamtas Darurat Bangunan
4 | 01|01 | 13| 999 Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga| Bangunan
Lainnya
4 | 01|01 | 14| 000 BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL
4 |01 |01 | 14 | 001 | Unit|Gedung Garasi/Peol Permanen Bangunan
4 | 01|01 | 14 | 002 |Unit Gedung Garasi/Pooel Semi Permanen | Bangunan
4 | 01|01 ]| 14 | 003 | Unit |Gedung Garasi/Pool Darurat Bangunan
4 | 01|01 14 | 999 Bangunan  Gedung  Garasi/Pool Bangunan
Lainnya
4 | 01|01 | 15| 000 BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG
HEWAN
4 |01 |01 ]| 15 | 001 | Unit |Gedung Pemotong Hewan Permanen | Bangunan
4 | 01|01 | 15| 002 |Unit |[Gedung Pemotong Hewan Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 |01 | 15 | 003 | Unit |[Gedung Pemotong Hewan Darurat Bangunan
4 | 01|01 15| 999 Bangunan Gedung Pemotong Hewan| Bangunan
Lainnya
4 | 01|01 16 | 000 BANGUNAN GEDUNG
PERPUSTAKAAN
4 | 01|01 |16 | 001 |Unit Bangunan Gedung Perpustakaan| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 | 16 | 002 |Unit Bangunan Gedung Perpustakaan| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01|01 16 | 003 | Unit Bangunan Gedung Perpustakaan| Bangunan
Darurat
4 | 01|01 16 | 999 Bangunan Gedung Perpustakaan| Bangunan
Lainnya
4 |01 |01 | 17 | 000 BANGUNAN GEDUNG MUSIUM
4 | 01| 01|17 | 001 | Unit |Bangunan Gedung Musium| Bangunan
Permanen
4 |01 |01 |17 | 002 |Unit Bangunan Gedung Musium Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 | 01 | 17 | 003 | Unit |Bangunan Gedung Musium Darurat | Bangunan
4 01|01 )17 | 999 Bangunan Gedung Musium Lainnya | Bangunan
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4 | 01]01]18 | 000 BANGUNAN GEDUNG
TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA
4 |01 |01 | 18 | 001 | Unit Bangunan Cedung Terminal/| Bangunan
I Pelabuhan/Bandara Permanen
4 |01 |01 | 18 | 002 |Unit Bangunan Gedung Terminal/| Bangunan
Pelahuhan/Bandara Semi Permanen
4 | 01|01 | 18 | 003 | Unit [Bangunan CGedung Terminal/| Bangunan
Pelahihan/Bandara Darurat
4 | 01|01 | 18 | 004 |[BuahBangunan Halte/Shelter Bangunan
4 [ 01|01 18 | 999 Bangunan Gedung  Terminal/| Bangunan
Pelabuhan/Bandara Lainnya
4 |01 |01 ] 19| 000 BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN
4 |01 |0l | 19 | 001 | Unit |Bangunan Pengujian Kelaikan| Bangunan
Permanen
4 |01 |0l | 19 | 002 | Unit |Bangunan Pengujian Kelaikan Semi| Bangunan
Permanen
4 | 01| 01| 19 | 003 | Unit |Bangunan Pengujian Kelaikan| Bangunan
Darurat
4 | 01|01 19| 999 Bangunan Pengujian Kelaikan| Bangunan
Lainnya
4 | 01| 01|20 | 000 BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA
PEMASYARAIKATAN
4 |01 |01 | 20| 001 |Unit|Bangunan Gedung L. P Kelas T Bangunan
4 |01 |01 | 20 | 002 | Unit | Bangunan Gedung I. P Kelas 11 Bangunan
4 | 01| 01| 20| 999 Bangunan Gedung Lembaga| Bangunan
Pemasyarakatan Lainnya
4 |01 |01 ] 21| 000 BANGUNAN RUMAH TAHANAN
4 | 01|01 | 21| 001 |Unit |Bangunan Gedung Rutan Kelas | Bangunan
4 [ 01|01 |21 ] 002 |Unit [Bangunan Gedung Rutan Kelas [ Bangunan
4 [ 01|01 |21 | 003 |Unit|Gedung Tahanan Karantina Bangunan
4 |01 |01 |21 | 999 Bangunarn Rumah Tahanan Lainnya | Bangunan
4 | 01|01 |22 000 BANGUNAN GEDUNG
7 KREMATORIUM
4 [ 01| 01| 22| 00l |Unit Bangunan Gedung Krematorium| Bangunan
Permanen
4 | 01|01 ] 22| 002 | Unit Bangunan Gedung Krematorium| Bangunan
Semi Permanen
4 |01 |01 | 22| 003 |Unit |Bangunan Gedung Krematorium| Bangunan
Darurat
4 |01 |01 | 22| 999 Bangunan QGedung Krematorium| Bangunan
Lainnya
4 |01 | 01|23 000 BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI
HEWAN
4 |01 |01]| 23| 001 |Unit Bangunan Pembakaran Bangkai| Bangunan
Hewan Permanen
4 | 01|01 | 23| 002 |Unit Bangunan Pembakaran Bangkai| Bangunan
Hewan Semi Permanen
4 | 01| 01| 23| 003 | Unit Bangunan Pembakaran Bangkai| Bangunan
Hewan Darurat
4 | 01|01 23| 999 Bangunan  Pembakaran  Bangkai| Bangunan
Hewan Lainnya
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. 4 |01 |01 |24 | 000 BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN
4 |01 ]| 01]| 24| 001 |Unit Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat| Bangunan
4 |01 |01 |24 | 999 Bangunan — Tempat Persidangan| Bangunan
Lainnya
4 |01 |01 | 25| 000 BANGUNAN TERBUKA
4 |01 | 0l | 25 | 001 | Unit Bangunan Lantai Jemur Permaneil Bangunan
4 | 01 | 01l | 25 | 002 |Unit Bangunan Lantai Jemur Semi| Bangunan
] Permanen
4 |01 | Ol | 25 | 003 | Unit | Bangnnan Lantai Jemur Darurat Bangunan
4 | 01| 0l | 25 | 999 Bangunan Terbuka Lainnya Bangunan
4 |01 |01 | 26| 000 BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM
4 |01 |01 |26 | 001 |Unit|Bangunan Penampung Sekam| Bangunan
Permanen
4 |01 |01 |26 | 002 |Unit Bangunan Penampung Sekam Semi| Bangunan
Permanen
4 |01 |01 |26 | 003 |Unit |Bangunan Penampung Sekam| Bangunan
Darurat
4 |01 |01 |26 | 999 Bangunan Penam pung Sekam| Bangunan
Lainnya
4 |01 |01 |27 | 000 BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN
, IKAN (TPJ)
4 |01 |01 |27 | 001 | Unit Bangnnan TPl Permanen Bangunan
4 |01 |01 | 27 | 002 | Unit Bangunan TPI Semi Permanen Bangunan
4 |01 |01 | 27 | 008 | Unit |Bangunan TPI Darrat Bangunan
4 |01 |01 |27 | 999 Bangunan Tempat Pelelangan Ikan| Bangunan
(TPI) Lainnya
4 |01 |01 | 28| 000 BANGUNAN INDUSTRI
4 |01 |01 | 28 | 001 | Unit |Bangunan Industri Makanan Bangunan
4 | 01|01 |28 | 002 | Unit [Bangunan Industri Minuman Bangunan
4 |01 |01 | 28 | 003 | Unit Bangunan Industri alat RT Bangunan
4 | 01|01 | 28 | 004 | Unit Bangunan Industri Pakaian/Garment| Bangunan
4 | 01|01 | 28| 005 | Unit Bangunan Industri Baja/Besi/Logam | Bangunan
| 4 | 01|01 ]| 28| 006 |Unit Bangunan Industri Pengemasan Bangunan
4 | 01 | 01 | 28 | 007 | Unit [Bangunan Industri Bengkel Bangunan
4 | 01|01 |28 | 008 |Unit Bangunan Industri  Penyulingan| Bangunan
7 Minyak ‘ ‘
4 | 01|01 |28 | 009 |Unit Bangunan Industri Kimia Dan Pupuk | Bangunan
4 |01 |01 |28 | 010 |Unit Bangunan Industri Obat-Obatan Bangunan
4 |01 |01 |28 | 011 | Unit Bangunan Industri Semen Bangunan
4 [ 01|01 |28 | 012 | Unit |Bangunan Industri Batu-Bata/| Bangunan
Batako
4 |01 |01 | 28 | 013 | Unit |Bangunan Industri Genteng Bangunan
. 4 |01 | 01| 28 | 014 | Unit [Bangunan Industri Percetakan Bangunan
4 |01 | 01 | 28 | 015 | Unit |Bangunan Industri Tekstil Bangunan
4 |01 | 0l | 28 | 016 | Unit Bangnnan Industri Alat Olah Raga Bangunan
4 |01 |01 | 28 | 017 | Unit |Bangunan Industii Kendaraan/| Bangunan
Otomeotif
4 |01 |01 | 28 | 018 | Unit Bangunan Industri Persenijataan Bangunan
4 |01 |01 | 28 | 019 | Unit Bangunan Industri Kapal Udara Bangunan
4 |01 ] 01| 28| 020 | Unit [ Bangunan Industri Kapal Laut Bangunan
4 |01 |01 |28 | 021 | Unit Bangunan Industri Kereta Api Bangunan
4 |01 |01 |28 | 022 | Unit |Bangunan Industri Keramik/Marmer | Bangunan
4 [ 01|01 |28 | 023 | Unit |Bangunan Pabrik Es Bangunan
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| 4 |01 | 01|28 | 024 | Unit |Bangunan Pasar [kan Higienis/PIH | Bangunan
4 | 01|01 | 28 | 025 | Unit |Bangunan Depo Pasar lkan Bangunan
4 |01 |01 | 28 | 026 | Unit |[Bangunan Pasar/Raiser Tkan Hias Bangunan
4 |01 |01 | 28 | 999 Bangunan Industri Lainnya Bangunan
4 | 01|01 |29 | 000 BANGUNAN
i PETERNAKAN/PERIKANAN
4 |01 |01 | 29 | 001 |Unit Bangnnan Untuk Kandang Bangunan
4 |01 | 01 | 29 | 002 | Unit |Bangunan Kolam/Bak Tkan Bangunan
4 |01 |01 | 29 | 003 | Unit [ Bangunan Pembesar Tkan Bangunan
4 | 01|01 29| 999 Bangunan Peternakan/Perikanan| Bangunan
Lainnya
4 | 01|01l | 30| 000 BANGUNAN  GEDUNG TEMPAT
KERJA LAINNYA
4 |01 |01 |30 | 001 |Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja| Bangunan
Lainnya Permanen
4 |01 |01 |30 | 002 |Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja| Bangunan
Lainnya Semi Permanen
4 | 01| 01| 30 | 003 |Unit Bangunan Gedung Tempat Kerja| Bangunan
Lainnya Darurat
4 | 01|01 | 30 | 004 | Unit |Gedung Pengujian Kendaraan| Bangunan
I Lainnya
4 |01 |01 | 30| 999 Bangunan Lainnya Bangunan
4 |01 |01 | 31| 000 BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA
4 |01 |01 | 31| 001 | Unit|Bunker Seismik Vault Bangunan
4 |01 |01 | 31 | 002 | Unit |Bangunan Seismik Vault di Atas Tanah| Bangunan
4 |01 ] 01| 31| 003 | Unit [Bangunan Magnet Bumi Bangunan
4 | 01|01 | 31| 004 |Unit Bangunan Pilar Gaya Berat Bangunan
4 | 01|01 | 31| 005 | Unit Bangunan Teropong Bintang Transit | Bangunan
4 | 01|01 | 31| 006 |Unit |Bangunan Rukyat Hilal Bangunan
4 | 01| 01|31 999 [Bangunarl Peralatarn Gleofisika| Bangunan
Lainnya
i 4 |01 |01 | 32| 000 BANGUNAN FASILITAS UMUM
4 | 01|01 82| 001 |Unit Bangunan Tempat Parkir Bangunan
4 101 |01 ]| 32| 002 |Unit Bangunan Tempat Bermain Anak Bangunan
4 |01 |01 | 32 | 008 |Unit Bangunan Penerangan Jalan Banguinan
4 | 01|01 | 32| 004 |Unit Bangunan Penerangan Taman Bangunan
L 4 |01 |01 | 32| 999 Bangunan Fasilitas Umum Lainnya Bangunan
4 |01 | 01 | 83| 000 BANGUNAN PARKIR
| 4 |01 ]| 01|83 | 001 |Unit Bangunan Parkir Terbuka Permanen | Bangunan
4 |01 |0l | 33| 002 |Unit Bangnnan Parkir Terbuka Semi| Bangunan
| Permanen
. 4 |01 | 01 | 83 | 003 | Unit |Bangunan Parkir Terbuka Darurat Bangunan
4 |01 | 01 | 33 | 004 | Unit Bangunan Parkir Tertotup Permanen | Bangunan
4 |01 |0l | 33| 005 |Unit |[Bangunan Parkir Tertuatup Semi| Bangunan
I Permanen
4 |01 | 0l | 33 | 006 | Unit |Bangunan Parkir Tertutup Darurat Bangunan
4 |01 |01 | 33| 999 Bangunan Parkir Lainnya Bangunan
4 | 01|01 | 34| 000 TAMAN
4 | 01|01 | 34 | 001 | Unit Taman Permanen Bangunan
4 | 01| 01| 34| 002 | Unit Taman Semi Permanen Bangunan
4 | 01|01 | 34| 999 Taman Lainnya Bangunan
4 |01 |01 |99 | 000 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
KERJA LAINNYA
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4 | 01|01 |99 | 999 Bangunan Gedung Tempat Kerja| Bangunan
i Lainnya '
4 |01 | 02| 00 | 000 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT
TINGGAL
4 |01 ]02] 01| 000 RUMAH NEGARA GOLONGAN I
4 | 01| 02|01 | 001 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe A| Bangunan
Permanen '
4 |01 |02 |01 | 002 |Unit | Rumah Negara Golongan [ Tipe A| Bangunan
Senii Pernianen
4 |01 |02 | 01| 003 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe A| Bangunan
Darurat
4 | 01|02 01| 004 | Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe B| Bangunan
Permanen
4 |01 |02 | 01| 005 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe B| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01| 02|01 | 006 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe B| Bangunan
7 Darurat
4 | 01| 02 | 01 | 007 |Unit Rumah Negara Galongan [ Tipe C| Bangunan
Permanen
4 | 01| 02| 01| 008 |Unit Rumah Negara Golongan I Tipe C| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01|02 | 01| 009 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe C| Bangunan
Darurat
4 | 01|02 01| 010 |Unit |Rumah Negara Golongan I Tipe D| Bangunan
Permanen
4 | 01|02 01| 011 |Unit Rumah Negara Colongan 1 Tipe D| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01| 02| 01L| 012 |Unit Rumah Negara Golongan 1 Tipe D| Bangunan
Darurat
4 | 01|02 01| 013 | Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe E| Bangunan
Permanen
4 | 01|02 01| 014 | Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe | Bangunan
Semi Permanen
4 |01 |02 |01 | 015 |Unit Rumah Negara Gelongan I Tipe E| Bangunan
Darurat
4 |01 |02 01| 999 Rumah Negara Golongan | Lainnya Bangunan
4 |01 |02 02| 000 RUMAH NEGARA GOLONGAN 11
4 | 01|02 02| 001 |Unit Rumah Negara Geolongan II Tipe Al Bangunan
Permanen
4 | 01| 02| 02| 002 |Unit Rumah Negara Golongan II Tipe A| Bangunan
Semi Permanen
4 |01 | 02| 02| 008 | Unit|Rumah Negara Golongan II Tipe A| Bangunan
Darurat
4 |01 | 02| 02| 004 | Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe B| Bangunan
Permanen
4 | 01| 02| 02| 005 |Unit Rumah Negara Golongan [l Tipe B| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01| 02| 02| 006 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe B| Bangunan
I Darurat
4 |01 | 02| 02| 007 |Unit |Rumah Negara Golongan II Tipe C| Bangunan
I Permanen
4 |01 | 02| 02| 008 |Unit|Rumah Negara Golongan [ Tipe C| Bangunan
i Senii Pernianern
4 |01 |02 | 02| 0609 |Unit [ Rumah Negara Golongan [ Tipe C| Bangunan
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Darurat
4 |01 | 02|02 | 010 | Unit Rumah Negara Golongan I Tipe D| Bangunan
Permanen '
4 | 01|02 02| 011 |Unit Rumalh Negara Golongan II Tipe D| Bangunan
Semii Permianen ‘
4 |01 |02 | 02| 012 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe D| Bangunan
Darurat ‘
4 | 01|02 | 02| 018 | Unit Rumah Negara Golongan [ Tipé E| Bangunan
Permanen
4 | 01|02 02| 014 | Unit Rumah Negara Golongan II Tipe E| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01| 02| 02| 015 |Unit Rumah Negara Golongan [ Tipe E| Bangunan
Darurat
4 01|02 | 02| 999 Rumah Negara Golongan II Lainnya | Bangunan
4 |01 |02 | 03 | 000 RUMAH NEGARA GOLONGAN 11
4 | 01|02 | 03| 001 |Unit Rumah Negara Golongan III Tipe A| Bangunan
Permanen
4 | 01| 02 | 03 | 002 |Unit Rumah Negara Galongan III Tipe A| Bangunan
7 Semi Permanen
4 | 01| 02 | 03 | 008 | Unit Rumah Negara Galongan III Tipe A| Bangunan
Darurat
4 | 01| 02| 03| 004 | Unit [Rumah Negara Golongan III Tipe B| Bangunan
Permanen
4 | 01| 02| 03| 005 |Unit Rumah Negara Golongan III Tipe B| Bangunan
Semi Permanen
4 |01 |02 ]| 03 | 006 |Unit Rumah Negara Golongan I Tipe B| Bangunan
Darurat
4 |01 |02 03 | 007 |Unit Rumah Negara Golongan Il Tipe C| Bangunan
Permanen
4 |01 |02]| 03| 008 |Unit Rumah Negara Golongan Il Tipe C| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01| 02| 03| 009 |Unit Rumah Negara Golongan Il Tipe C| Bangunan
Darurat
4 | 01|02 03| 010 | Unit Rumah Negara Golengan Il Tipe D| Bangunan
Permanen
4 | 01|02 03| 011 |Unit Rumah Negara Golengan [l Tipe D| Bangunan
Semi Permanen
4 | 01|02 | 03| 012 | Unit |Rumah Negara Golongan [I Tipe D| Bangunan
Darurat
4 |01 | 02| 03| 018 | Unit |[Rumah Negara Golongan I Tipe | Bangunan
Permanen
4 | 01|02 03| 014 | Unit [ Rumah Negara Golongan III Tipe LE| Bangunan
Semi Permanei
4 | 01| 02| 03| 015 | Unit [Rumah Negara Golongan III Tipe E| Bangunan
I Darurat
4 |01 | 02| 03 | 999 Rumall Negara Golongan [l Lainnya | Bangunan
4 | 01| 02| 04 | 000 MESS/WISMA/BUNGALOW /TEMPAT
i PERISTIRAHATAN
4 |01 02)| 04 | 001 |Unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Bangunan
I Peristirahatan Permanen
4 | 01| 02| 04 | 002 | Unit Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Bangunan
I Peristirahatan Semi Permanen
4 |01 | 02| 04 | 003 | Unit [Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Bangunan
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Peristirahatan Darurat
4 01|02 04| 999 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Bangunan
Peristirahatan Lainnya '
4 | 01|02 05| 000 ASRAMA
. 4 |01 ]| 02| 05 | 001 |Unit Asrama Permanen Bangunan
4 |01 | 02| 05 | 002 | Unit |Asramna Semi Permanen Bangunan
. 4 | 01| 02 | 05 | 003 | Unit |Asrama Darurat Bangunan
4 |01 | 02 | 05 | 004 | Unit | Bangnnan Ramah Bencana Bangunan
4 |01 | 02| 03| 999 Asrama Lainnya Bangunan
4 |01 ]02] 06| 000 HOTEL
4 |01 |02 | 06 | 001 | Unit Hotel Permanen Bangunan
4 |01 ] 02| 06 | 002 | Unit [Hotel Semi Permanen Bangunan
4 |01 |02 06| 999 Hotel Lainnya Bangunan
4 | 01| 02|07 | 000 MOTEL
4 | 01| 02| 07 | 001 | Unit Motel Permanen Bangunan
4 | 01|02 ]| 07 | 002 | Unit Motel Semi Permanen Bangunan
4 0102 |07 | 999 Motel Lainnya Bangunan
4 |01 |02 | 08| 000 FLAT/RUMAH SUSUN
4 | 01|02 | 08| 001 |Unit |Flai/Rumah Susun Permarnen Bangunan
| 4 |01 | 02| 08 | 002 | Unit [Flat/Rumah Susun Semi Permanen | Bangunan
4 |01 |02 08| 999 Flat/Rumah Susun Lainnya Bangunan
4 101 |02 09 | 000 RUMAH NEGARA DALAM PROSES
PENGGOLONGAN
4 |01 02|09 | 001 |UnitRumah  Negara dalam  proses| Bangunan
I penggolonigan A
4 |01 |02| 09| 002 |Unit Rumah Negara dalam = proses| Bangunan
penggolongan B '
4 01|02 |09 | 003 |Unit Rumah Negara dalam  proses| Bangunan
, penggolongan C '
4 01| 02|09 | 004 |Unit|Rumah  Negara dalam  proses| Bangunan
, penggolongan D '
4 |01 |02 |09 | 005 |Unit Rumali  Negara  dalam proses| Bangunan
penggolonigan E ‘
4 |1 01|02 |09 | 999 Rumali Negara  Dalam Proses| Bangunan
, [Penggolongan Lainnya '
4 | 01|02 10 | 000 PANTI ASUHAN
4 |01 |02 | 10 | 001 | Unit Panti Asuhan Bangunan
4 |01 |02 ]| 10 | 999 Panti Asuhan Lainnya Bangunan
4 10102 11 | 000 APARTEMEN
4 |01 | 02| 11 | 001 |Unit |Apartemen Bangunan
4 |01 |02 | 11 | 999 Apartemen Lainnya Bangunan
4 |01 02|12 | 000 RUMAH TIDAK BERSUSUN
4 |01 ] 02| 12 | 001 | Unit |[Rumah Sederhana Sehat Bangunan
4 |01 | 02| 12 | 002 | Unit [Rumah Sederhana Bangunan
4 |01 | 02| 12 | 003 | Unit [Rumah Khusus Bangunan
4 01|02 12 | 999 Rumah Tidak Bersusun Lainnya Bangunan
4 | 01| 02|99 | 000 BANGUNAN  GEDUNG TEMPAT
TINGGAL LAINNYA
4 | 01| 02| 99 | 999 Bangunan Gedung Tempat Tinggall Bangunan
Lainnya
4 |02 | 00| 00 | 000 MONUMEN
4 |02 |01 |00 000 CANDI/TUGU.
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| | [PERINGATAN/PRASASTI |
4 102 | 01 | 01 | 000 CANDI
4 | 02| 01|01 | 001 |Unit Candi Bangunan
i Lainnya
4 102 |01 |01l | 999 Candi Lainnya Bangunan
i Lainnya
.4 |02 | 01|02 ]| 000 TUGU
4 |02 |01 | 02| 001 |Unit Togu Kemerdekaan Bangunarn
I Lainnya
4 |02 | 01 | 02 | 002 | Unit |Togu Pembangunan Bangunan
i Lainnya
4 02|01 | 02| 999 Tugu Peringdatan Lainnya Bangunan
| Lainnya
4 |02 |01 | 03| 000 BANGUNAN PENINGGALAN
4 |02 |01 | 03| 001 |Unit |Istana Peninggalan Bangunan
4 |02 | 01 | 63 | 002 | Unit Rumali Adat Bangunan
4 |02 | 01 | 03 | 003 | Unit |Rumah Peninggalan S¢jarah Bangunan
4 |02 | 0l | 03 | 004 | Unit Makam Bersejarah Bangunan
Lainnya
4 |02 |01 | 03| 999 Bangnnan Peninggalan Lainnya
4 |02 | 01|99 | 000 CANDI/TUGU PERINGATAN/
PRASASTI LAINNYA
4 |02 |01 |99 | 999 Bangunan Peninggalan Lainnya Bangunan
Lainnya
4 |02 | Ol | 99 | 999 Candi/Tugn Peringatan/Prasasti| Bangunarn
Lainnya Lainnya
4 | 03|00 | 00 | 000 BANGUNAN MENARA
4 |03 |01 | 00| 000 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
4 |03 |01 |01 | 000 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
PENERANGAN PANTAI
4 |03 |01 |01 | 001 |UnitMenara Suar Listrik Diesel Bangunan
Lainnya
4 |03 | 01l | 01 | 002 |Unit Menara Suar Listrik Non Diesel Bangunarn
Lainnya
4 |03 | 0l | 01 | 003 | Unit [Rambu Suar Bangunarn
i Lainnya
4 | 03 |01 | 01 | 004 | Unit Pelampung Suar Bangunan
I Lainnya
4 |03 |01 | 01| 005 |Unit Rambu Tanda Silang Bangunan
I Lainnya
4 103 | 01 | 01 | 999 Bangunan Menara Peramibuan| Bangunan
i Peneranigan Pantai Lainnya Lainnya
4 [ 03|01 | 02| 000 BANGUNAN PERAMBUAN
PENERANGAN PANTAI
4 |03 | 01| 02| 001 | Unit Anak Pelampung Bangunan
Lainnya
4 103 | 01 | 02 | 002 | Unit |Rambu Berpuncak Bangunan
Lainnya
4 |03 |01 | 02| 999 Bangunan Perambuan Penerangan| Bangunan
Pantai Lainnya Lainnya
4 /03|01 |03 000 BANGUNAN MENARA
, TELEKOMUNIKASI
4 03|01 ] 03]| 001 |UnitBangunan Menara Telpon Banglinan
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i Lainnya
4 |03 |01 | 03| 002 |Unit Bangunan Menara Radio Bangunan
I Lainnya
4 |03 | 01| 03 | 003 | Unit [Bangunan Menara Televisi Bangunan
i Lainnya
4 |03 |01 | 03| 004 | Unit Bangunan Menara Pengatur| Bangunan
Lalulintas Udara Lainnya
4 |03 |01 | 03| 005 | Unit |Bangunan Menara Antena| Bangunan
Microwave/Parabolic Lainnya
4 |03 |01 ]| 03| 999 Bangunan Menara Telekomunikasi| Bangunan
Lainnya Lainniya
4 |03 |01 ]| 04| 000 BANGUNAN MENARA PENGAWAS
4 |03 |01 | 04| 001 |Unit Bangunan Menara Perigawas| Bangunan
Permanen Lainnya
4 |03 |01 | 04 | 002 |Unit Bangunan Menara Pengawas Semi| Banginan
Permanen Lainnya
4 |03 |01 | 04 | 003 |Unit Bangunan Menara Pengawas Semi| Bangunan
7 Darurat Lainnya
4 108 |0l |04 | 999 Bangunarn Menara Pengawas Lainnya| Bangunan
7 Lainnya
4 108 | 0L |99 | 000 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN
LAINNYA
4 |08 |01 |99 | 999 Bangunan  Menara Perambuan| Bangunan
Lainnya Lainnya
: 4 |04 | 00 | 00 | 000 TUGU TITIK KONTROL/PASTI
4 104 | 01| 00 | 000 TUGU/TANDA BATAS
4 04|01 |01 | 000 TUGU/TANDA BATAS
IADMINISTRASIT
4 |04 | 01|01 | 001 |UnitTugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Negara Lainnya
4 |04 | 01|01 | 002 |Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Bangunan
Propinsi Lainnya
4 | 04| 01| 01| 008 |Unit|Tugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Kabupaten Lainnya
4 |04 |01 | 01 | 004 |Unit |Tugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Kotamadya Lainnya
4 |04 |01 | 01| 005 | Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Kota| Bangunan
Administratif Lainnya
4 |04 | 01|01 | 006 |Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Kecamatan Lainnya
4 |04 | 01| 01| 007 | Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa| Bangunan
Lainnya
4 | 04| 01| 01 | 008 |Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Kelurahan Lainnya
4 |04 | 01| 01| 009 | Unit Tugu/Tanda Batas Administrasi| Bangunan
Kepemilikan Lainnya
4 |04 | 01|01 | 010 | Unit Tugu/Tanda Batas Damija (Daerah| Bangunan
Milik Jalan) Lainnya
4 |04 |01 |01 | O1l1 |UnitTugu/Tanda Batas Damaja (Daerah| Bangunan
Manfaat Jalan) Lainnya
4 |04 |01 |01 | 999 Tugu/Tanda Batas  Administrasi| Bangunan
Lainnya Lainnya
4 |04 | Ol | 02 | 00O TUGU/TANDA JARING KONTROL
GEODESI
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4 |04 | 01 | 02 | 002 | Unit Jaring Kontrol Vertikal Bangunan
i Lainnya
4 |04 | 01 | 02 | 003 | Unit |Jaring Kontrol Gaya Berat Bangunan
Lainniya
4 |04 |01 | 02| 004 |Unit|Jaring Kontrol Pasang Surut Paras| Bangunan
Muika Laut Lainnya
4 |04 | 01| 02 | 005 |Unit|Jaring Kontrol Pasang Surut Sungai| Bangunan
Dan Danau ‘ Lainnya
4 |04 |01 | 02| 006 | Unit |Jaring Kontrol Pasang Surut Buimi Bangunan
‘ Lainnya
4 |04 | 01 | 02 | ©07 | Unit |Jaring Kontrol Navigasi Bangunan
Lainnya
4 |04 |0l | 02| 999 Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi| Bangunan
Lainnya Lainnya
4 104 | 01| 03| 000 PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA
4 [ 04 | 01| 03 | 001 |Unit Kerangka Dasar Kadastral Orde 2 Bangurnan
Lainnya
4 | 04| 01| 03| 002 |Unit|[Kerangka Dasar Kadastral Orde 3 Bangunan
Lainnya
4 |04 | 01 | 03 | 008 | Unit Kerangka Dasar Kadastral Orde 4 Bangunan
Lainnya
4 |04 | 01| 03| 999 Kerangka Dasar Kadastral Lainnya Bangunan
Lainnya
4 |04 |01 ] 04| 000 PAGAR
4 |04 | 01| 04 | 001 |Unit Pagar Permanen Bangunan
4 04 | 01 | 04 | 002 | Unit [Pagar Semi Permanen Bangunan
4 |04 | 01 | 04 | 008 | Unit [Pagar Darurat Bangunan
4 |04 |01 |04 | 999 Pagar Lainnya Bangunan
4 |04 | Ol | 99 | Q00 TUGU/ TANDA BATAS LAINNYA
4 104 |01 | 99 | 999 Tugu/Tanda Batas Lainnya Bangunan
Lainnya
. 5 |00 |00 | 00| 000 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI
. © |01 ] 00| 00 | 000 JALAN DAN JEMBATAN
o |01 01| 00| 000 JALAN
S5 | 01|01 |01 ]| 000 JALAN NASIONAL
5 |01]|01]|01]| 001 | m? Jalan Nasional Arteri Jalan
S |01 |01 | 01| 0602 | m2 Jalan Nasional Kolektor Jalan
S |01 |01 |01 008 | m? |[Jalan Nasional Bernilai Strategis{Jalan
Nasional
S |01 |0l | 01| 999 Jalan Nasional Lainnya Jalan
S |01 |01 | 02| 000 JALAN PROPINSI
5 |01 ]01|02| 001 | m? |Jalan Prepinsi Arteri Jalan
5 | 01|01 ]| 02| 002 | m2 |Jalan Propinsi Kolektor Jalan
5 | 010102 003 | m? |Jalan Propinsi Lokal Jalan
5 [ 01|01] 02| 004 | m2 [Jalan Propinsi Bernilai Strategis|Jalan
Propinsi
' 5 |01 ]|01]02]| 999 Jalan Propinsi Lainnya Jalan
5 | 01|01 | 03| 000 JALAN KABUPATEN
5 [01[01]03]| 001 | m? |[Jalan Kabupaten Arteri Jalan
5 |01 ]01]03] 002 | m? |Jalan Kabupaten Kolektor Jalan
5 |01 |01 | 03| 003 | m? Jalan Kabupaten Lokal Jalan
5 |01|01 ]| 03| 004 | m? \Jalan Kabupaten Bernilai Strategis|Jalan
Kabupaten
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5 |01]01]03] 999 | |Jalan Kabupaten Lainnya |Jalan
S |01 |01 |04 | 000 JALAN KOTAMADYA
S |01 [0l |04 ]| 601 | m? Jalan Kotamadya Arteri Jalan
S |01 01 |04 ]| 602 | m? Jalan Kotamadya Kolektor Jalan
S |01 |01 | 04| 008 | m? |Jalan Ketamadya Lokal Jalan
S |01 |01 | 04| 999 Jalan Ketamadya Lainnya Jalan
5 | 01|01 |05 000 JALAN DESA
5 |01 |01 |05 001 | m? Jalan Desa Jalan
5 | 01|01 05| 999 Jalan Desa Lainnya Jalan
5 | 01|01 |06 | 000 JALAN TOL
5 |01]01 06| 001 | m? |[Jalan Tol Jalan
5 |01 |01 | 06| 999 Jalan Tol Lainnya Jalan
5 | 01|01 |07 | 000 JALAN KERETA API
. 5 |01 |01 |07 | 001 | m? [Jalan Kereta Api Bantalan Besi Jalan
5 |01 |01 |07 | 002 | m? [Jalan Kereta Api Bantalan Beton Jalan
S5 |01 |01 |07 | 008 | m? |[Jalan Kereta Api Bantalan Kayu Jalan
S5 |01 |01 |07 | 004 | m? [Jalan Kereta Api Bantalan Beton|Jalan
i untuk Lengkung
S |01 |01 |07 | 005 | m? Jalan Kereta Api Bantalan Beton|Jalan
i untuk Wesel
S |01 |01 |07 | 006 | m? Jalan Kereta Api Bantalan Kayu|Jalan
v Standar
S5 |01 |01 |07 | 007 | m?% |[Jalan Kereta Api Bantalan Kayu|Jalan
Wesel
S |01 |01 |07 | 008 | m? Jalan Kereta Api Bantalan Kayu|Jalan
Jembatan
. 5 | 01|01 |07 | 999 Jalan Kereta Api Lainnya Jalan
S5 |01 |01 | 08| 000 LANDASAN PACU PESAWAT
TERBANG
S5 |01]01|08 | 001 | m? Landasan Pacu (Runway) PesawatJalan dan
Terbang Permukaan Beton Jembatan
Laininya
5 | 01|01 ]| 08| 002 | m?2 [Landasan Pacu (Runway) Pesawat|Jalan dan
Terbang Permukaarn Aspal Jembatan
' Lainnya
S |01 |01 |08 | 003 | m2 |[Landasan Pacu (Runway) PesawatJalan dan
Terbang Permukaan Batu Karang Jembatan
Lainnya
5 |01 |01 |08 | 004 | m? [Landasan Pacu (Runway) Pesawat|Jalan dan
Terbang Permukaan Rumput Jembatan
Lainnya
S |01 |01 08| 005 | m? [Helipad Jalan dan
Jembatan
Lainnya
S5 | 01|01 | 08| 999 Landasan Pacu Pesawat TerbanglJalan dan
Lainnya Jembatan
i Lainnya
5 |o1] 01|09 000 JALAN KHUSUS
| 5 |01 ] 01 |09 | 001 | m?* Jalan Khusus Inspeksi Jalan
5 |01 |01 |09 | 002 | m? Jalan Khusus Kompleks Jalan
S |01 |01 |09 | 008 | m2 Jalan Khusus Proyek Jalan
S |01 |01 | 09| 004 | m2 Jalan Khosus Quarry Jalan
S |01 01 ] 09| 005 | m? |Jalan Khusus Lori Jalan
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. 5 |01 |01 |09 | 006 | m? |Jalan Khusus Badan Hukum Jalan
5 |01 |01 |09 | 007 | m? |[Jalan Khusus Perorangan Jalan
S | 01|01 |09 | 008 | m* Jalan Khusus Lainnya Jalan
S |01 ] 01 |09 | 609 | m?2 Jalan Khosus Pejalan Kaki (Trotoar) |Jalan
S |01 |01 |09 | 999 Lainnya (Jalan Khusus) Jalan
S |01 )01 |99 | 000 JALAN LAINNYA
S |01 |01 |99 | 999 Jalan Lainnya Jalan
5 | 01|02 ]| 00| 000 JEMBATAN
5 |01]| 02| 01| 000 JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL
5 |01 0201|001 | m?2 |Jembatan Pada Jalan Nasional Arteri |[Jembatan
5 |01 |02 01| 002 | m?2 |Jembatan Pada Jalan NasionalJembatan
Kolektor
5 |01]|02]| 01| 003 | m2 Jembatan Pada .Jalan NasionallJembatan
Bernilai Strategis Nasional
5 |01 | 02| 01| 999 Jembatan Pada Jalan NasionallJembatan
Lainnya
5 |01 |02 02| 000 JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI
6 01|02 |02 001 | m? |Jembatan Pada Jalan Prepinsi Arteri |[Jembatan
5 (01|02 |02 002 | m2 |Jembatan Pada Jalan PropinsilJembatan
Kolektor
5 |01]02]| 02| 003 | m2 |[Jembatan Pada Jalan Propinsi Lokal |Jembatan
S |01 02| 02| 004 | m? Jembatan Pada Jalan PropinsilJembatan
i Bernilai Strategis Propinsi
S5 |01 ]|02)|02| 999 | m?% Jembatan Pada Jalan PropinsijJembatan
Lainnya
S |01 ] 02| 03| 000 JEMBATAN PADA JALAN
KABUPATEN
5 |01 |02 03| 001 | m? [Jembatan Pada dJalan KabupatenJembatan
Arteri
S5 01|02 03| 002 | m* Jembatan Pada Jalan KabupatenJembatan
Kolektor
5 |01 |02 03| 003 | m* Jembatan Pada Jalan KabupatenJembatan
Lokal
5 |01|02| 03| 004 | m2 |[Jembatan Pada Jalan KabupatenJembatan
Strategis Kabupaten
5 |01|02| 03| 999 Jembatann Pada Jalan Kabupaten|Jembatan
Lainnya
5 |01] 02| 04 | 000 JEMBATAN PADA JALAN
KOTAMADYA
S |01 |02 04| 001 | m? |Jembatan Pada Jalan KotamadyaJembatan
Arteri
S |01 |02 04| 002 | m? |Jembatan Pada Jalan KotamadyaJembatan
Kolektor
S |01 |02 04| 008 | m? |Jembatan Pada Jalan KotamadyaJembatan
Lokal
5 |01 | 02| 04| 999 Jembatan Pada Jalan Kotamadya|Jembatan
Lainnya
S5 |01 |02 | 05| 000 JEMBATAN PADA JALAN DESA
5 |01 02| 056|001 | m? Jembatan Pada Jalan Desa Jembatan
6 |01 |02 05| 999 Jembatan Pada Jalan Desa Lainnya |Jembatan
6 |01 |02 06 | 000 JEMBATAN PADA JALAN TOL
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| S |01 02|06 | 001 | m? | Jembatan Pada Jalan Tol Jembatan
5 |01)|02)| 06| 999 Jembatan Pada Jalan Tol Lainnya Jembatan
S |01 |02 |07 | 000 JEMBATAN PADA JALAN KERETA
API
S5 |01]|02|07 | 001 | m¥ Jembatan Pada Jalan Kereta ApijJembatan
Bantalan Besi
5 |01]|02]| 07| 002 | m? Jembatan Pada Jalan Kereta ApiJembatan
Bantalan Beton
5 | 01|02 07 | 003 | m? |[Jembatan Pada Jalan Kereta Apildembatan
Bantalan Kayu
5 | 01| 02| 07| 999 Jembatan Pada Jalan Kereta Apildembatan
Lainnya
5 [01 | 02| 08 | 000 JEMBATAN PADA LANDASAN PACU
PESAWAT TERBANG
5 |01|02| 08| 001 | m2 |[Jembatan Pada Landasan PaculJembatan
Pesawat Terbang Permiukaan Beton
5 |01|02| 08| 002 | m2 |Jembatan Pada Landasan PaculJembatan
Pesawat Terbang Permukaan Aspal
5 |01 |02 08| 003 | m? [Jembatan Pada Landasan PaculJembatan
Pesawat Terbang Permukaan Rumput
S |01 |02]| 08| 999 Jembatan Pada Landasan Pacu|Jembatan
Pesawat Terbang Lainnya
6 |01 |02 09 | 000 JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS
S |01 02|09 )| 001 | m? |[Jembatan Pada Jalan KhususiJembatan
Inspeksi
S |01 |02 09| 002 | m? |[Jembatan Pada Jalan KhususiJembatan
Kompleks
S |01 |02 09| 003 | m? |Jembatan Pada Jalan Khusus Proyek [Jembatan
S5 |01]|02]| 09| 004 | m* Jembatan Pada Jalan Khusus Quarry|Jembatan
5 |01 |02| 09| 005 | m* Jembatan Pada Jalan Khusus Lori Jembatan
S |01 |02 09 | 006 | m? | Jembatan Pada Jalan Khusus Badan|Jembatan
Hulkum
S |01|02]| 09 | 007 | m? Jembatan Pada Jalan KhususjJembatan
Perorangan
S |01 |02 09 | 999 Jembatan Pada Jalan KhususjJembatan
Lainnya
S | 01| 02| 10 | 600 JEMBATAN PENYEBERANGAN
S |01 |02 10 | 001 | m? |[Jembhatan Penyeberangan Orang Jembatan
5 |01 |02 10| 002 | m? |[Jembatan Penyeberangan Kendaraan [Jembatan
5 |01]|02| 10| 003 | m? Jembatan Fly Over Jembatan
5 01|02 10| 004 | m2 [Jembatan Inter Change Jembatan
S | 01|02 10 | 005 | m2?2 |Jembatan Gantung Jembatan
5 |01]02]| 10 | 999 Jeribatan Penyeberangan Lainnya  |[Jembatan
5 01|02 11 | 000 JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA
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TERMINAL
5 |01|02| 11| 001 | m? |Dermaga Jalan dan
Jembatan
Lainnya
5 |01 |02 11 | 002 | m? |[Kade Jalan dan
Jembatan
Lainitya
5 [01]02) 11| 008 | m? [Bmbarkasi/Debarkasi Jalan dan
Jembatan
Lainnya
S |01 |02 11 | 004 | m? | Jembatan Pantai Jalan dan
Jembatan
Lainnyva
S | 01|02 11| 999 Jembatan Labul/Sandar PadalJalan dan
Terminal Lainnya Jembatan
I Lainnya
5 |01 02 | 12 | 000 JEMBATAN PENGUKUR
5 |01|02)| 12| 001 | m? Jembatan Timbang Jembatan
6 |01|02]| 12 | 002 | m? |Jembatan KIR/Pengujian Jembatan
5 |01]02] 12| 999 Jembatan Pengukur Lainnya Jembatan
5 | 01|02 | 99 | 000 JEMBATAN LAINNYA
5 |01 |02 |99 | 999 Jembatan Lainnya Jembatan
5 |02 |00 | 00 | 000 BANGUNAN AIR
. S |02 | 01 | 00 | 000 BANGUNAN AIR IRIGASI
. S |02 |01 | 01 | 000 BANGUNAN WADUK TRIGASI
5 [ 02|01 |01 | 001 |Unit|Waduk Dengan Bendungan, Tanggul, Bendungan
i Menara Pengambilan Pelimpah Ban
5 | 02|01 |01 | 002 |Unit Waduk Dengan Bendungan, Tanggul Bendungan
, Dan Menara Pengambilan
5 |02 |01 |01 | 008 |Unit Waduk Dengan Menara Pengambilan [Bendungan
S5 |02 | 01| 01 | 004 |Unit Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu|Bendungan
Air/Menara Pengambilan
5 |02 |01 |01 | 005 |Unit Waduk Dengan Tanggul Dan PintuBendungan
I Pengukur Waduk Lapangan
S5 |02 |01 |01 | 999 Bangunan Waduk Irigasi Lainmya Bangunan
Air Lainnya
. S |02 |01 | 02| 000 BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI]
| 5 |02 |01 |02 | 001 |Unit Bendung Bendung
5 |02 |01 | 02| 002 |Unit |Bendung Dengan Pintu Bilas Bendung
5 |02 |01 | 02| 0038 |Unit |Bendung Dengan Pompa Bendung
S |02 ] 01 | 02 | 004 | Unit | Bangunan Pengambilan Bebas Bendung
S |02 | 0l | 02 | 005 | Unit Bangunan Pengambilan Bebas DgnBendung
Pompa  (Bangunan Pengambilan
I Irigasi)
5 |02 | 01| 02| 006 |Unit Sumur Dengan Pompa (Bangunan|Bendung
Pengambilan Irigasi)
S |02 | 01| 02| 999 Bangunan Pengambilan Irigasi|Bangunan
i Lainnya Air Lainnya
L © |02 |01 | 03 | 000 BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI
5 |02 |01 | 03| 001 |Unpit|Saluran Muka (Bangunan Penibawa Bangunan
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Irigasi) Air Lainnya,
5 |02 |01l | 03| 002 |Unit|Saluran Induk (Bangunan Penibawa Bangunan
Irigasi) Air Lainnya
S |02 | 01| 03| 003 |Unit Saluran Sekunder (Bangunan|Bangunan
I Pembawa Irigasi) Air Lainnya
S |02 | 01| 03 | 004 |Unit Saluran Tersier (Bangunan Pembawa|Barigunan
Irigasi) ' Air Lainnya
S5 |02 | 01| 03| 005 | Unit |Saluran Kwarter Barigunan
Air Lainnya
5 |02 |01 | 03| 006 |Unit|Saluran Pasang Tertutup/|Bangunan
Terowongan Air Lainnya
5 |02 |01 | 03| 007 | Unit|Saluran Suplesi Bangunan
Air Lainnya
5 02|01 ]| 03| 999 Bangunarn Pembawa [rigasi Lainniya |Bangunan
Air Lainnya
5 | 02| 01|04 000 BANGUNAN PEMBUANG [RIGAST
5 | 02| 01|04 001 |Unit|Saluran ITnduk Pembuang (Bangunan|Bangunan
Pembuang Irigasi) ' Air Lainnya
5 |02 | 01| 04 | 002 |Unit Saluran Sekunder Penibuang Bangunan
(Bangunan Pembuang Irigasi) Air Lainnya
5 | 02|01 |04 | 003 | Unit Saluran Tersier Pembuang Bangunan
(Bangunan Pembuang Irigasi) Air Lainnya
5 | 02|01 04| 999 Bangunan Pembuang Irigasi Lainnya |Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |01 |05 000 BANGUNAN PENGAMAN TRIGASI
S |02 |01 |05 | 001 |Unit|Tanggul Banjir {(Bangunan Pengaman Bangunan
Irigasi) Air Lainnya
5 |02 |01 | 05 | 002 |Unit|Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan|Bangunan
Pengaman Irigasi) Air Lainnya
S |02 01|05 | 999 Bangunan Pengaman [rigasi Lainnya |Bangunan
Air Lainnya
5 |02 ]| 01| 06| 000 BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI
5 |02 01|06 | 001 |Unit|Bangunan Bagi Bangunan
Air Lainnya
5 |02 ]| 01| 06 | 002 |Unit Bangunan Bagi Dan Sadap|Bangunan
(Bangunan Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
5 |02 |01 | 06 | 003 | Unit Bangunan Sadap (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
5 | 02|01 | 06 | 004 |Unit [Bangunan Got Miring Bangunan
Air Lainnya
S |02 |01 | 06 | 005 | Unit |Bangunan Terjun (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
S |02 |01 | 06 | 006 |Unit Bangunan Talang (Bangunan Bangunan
Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
S |02 |0l | 06 | 007 | Unit|Bangunan Syphon (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
S |02 | 01 | 06 | 008 | Unit [Bangnnan Gorong-GorongBangunan
(Bangunan Pelengkap Trigasi) Air Lainnya
S | 02 | Ol | 06 | 009 | Unit Bangunan Pelimpah Sampah Bangunan
Air Lainnya
S |02 | 01 | 06 | 010 | Unit Bangunan Pengeluaran /Pintu Bangunan
Air Lainnya
S |02 |0l |06 | 011 |Unit Bangunan Box Tersier (BangunanBangunan
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I Pelengkap Irigasi) Air Lainnya,
5 |02 | 01|06 | 012 |Unit Bangunan Pengukur Bangunan

I Air Lainnya
S5 |02 | 01|06 | 013 | Unit Bangunan Mandi Hewan Bangunan

I Air Lainnya
S5 |02 |01 |06 | 014 | Unit Bangunan Pertemuan Saluran Bangunan

Air Lainnya
S5 |02 |0l | 06 | 015 | Unit | Bangunan Pelengkap Dalam PetakBangunan

Tersier Air Lainnya
5 | 02|01 | 06| 016 |Unit|Bangunan Jembatan (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Irigasi) Air Lainnya
5 |02 |01 |06 | 999 Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya [Bangunan
k Air Lainnya
5 02|01l ]| 07| 000 BANGUNAN SAWAH IRIGASI
5 |02 |01 |07 | 001 |UnitBangunan Sawah Irigasi Tehnis Bangunarn

Air Lainnya
5 |02 |0l | 07 | 002 |Unit Bangunan Sawah Irigasi Semi Tehnis [Bangunan

Air Lainnya
5 |02 | 01| 07 | 008 | Unit Bangunhan Sawah lrigasi Non Tehnis [Bangunan
Air Lainnya
5 | 02|01 07| 999 Bangunan Sawah Irigasi Lainnya Bangunan
Air Lainnya
5 |02 ]01]99 | 000 BANGUNAN AIR IRTGASI LAINNYA
5 | 02| 01| 99| 999 Bangunarn Air Trigasi Lainnya Bangunan
Air Lainnya
5 | 02| 02| 00 | 000 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG
SURUT
5 |02 | 02|01 | 000 BANGUNAN WADUK PASANG SURUT
5 | 02|02 01| 001 | Unit Waduk Pasang Surut Bendung
5 1020201 | 999 Bangunan Waduk Pasang Surut/Bangunan
Lainnya Air Lainnya
| 5 |02 | 02| 02 | 000 BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG
SURUT

5 |02 |02 02| 001 |Unit|Bangunan Bendung Dengan Pompa |Bendung
5 |02 | 02| 02 | 002 |Unit Bangunan Pengammbilan Bebas Dgn|Bendung
Pompa  (Bangunan  Pengambilan
Pasang Surut

5 |02 | 02| 02| 999 Bangunan  Pengambilan  Pasang/Bangunan
Surut Lainnya Air Lainnya
5 [ 02| 02| 03| 000 BANGUNAN PEMBAWA  PASANG
SURUT
5 | 02| 02| 03| 001 |Unit |Saluran Muka (Bangunan Pembawa|Bangunan
Pasang Surut) Air Lainnya
5 |02 | 02| 03| 002 |Unit |Salaran Induk (Bangunan Pembawa Bangunan
Pasang Surut) Air Lainnya
S | 02|02 | 03| 003 | Unit [Saluran Sekunder (Bangunan|Bangunan
Pembawa Pasang Suarut) Air Lainnya
S |02 |02 03| 004 | Unit |Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Bangunan
Pasang Surut) Air Lainnya
S |02 |02 | 03| 005 | Unit|Saluran Penyimpan Air Bangunan
Air Lainnya
S | 02 | 02 | 03 | 006 | Unit Saluran Lalu Lintas Air Bangunan

Air Lainnya
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S |02 |02 03| 999 Bangunan Pembawa Pasang SurutBangunan
Lainnya Air Lainnya
S |02 | 02| 04| 000 SALURAN  PEMBUANG  PASANG
SURUT
5 |02 02|04 | 001 |Unit|Saluran Induk Pembuang (SaluranBangunan
Pembuang Pasang Surtit) Air Lainnya
5 |02 02| 04 | 002 | Unit|Saluran Sekunder Pembuang|Bangunan
(Saluran Pembuang Pasang Surut) Air Lainnya
5 |02 |02 | 04 | 003 | Unit|Saluran Tersier Pembuang (SaluranBangunan
Pembuang Pasang Surut) Air Lainnya
5 |02 |02 | 04 | 004 |Unit|Saluran Pengumpul Air Bangunan
k Air Lainnya
5102|0204 )| 999 Saluran Pembuang Pasang Surut|Bangunan
Lainnya Air Lainnya
5 02|02 05| 000 BANGUNAN PENGAMAN PASANG
SURUT
5 |02 |02 | 05| 001 |UnitBangunan Pintu Air/Klep (Bangunan|Bangunan
Pengaman Pasang Surut) Air Lainnya
5 |02 |02 | 05 | 002 | Unit Bangunan Pemasukan/Pembuang |[Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 02|05 | 003 |Unit |Kolam Pasang Banguman
Air Lainnya
5 |02 | 02| 05| 999 Bangunan Pengaman Pasang Surut/Bangunan
Lainnya Air Lainnya
5 | 02| 02| 06| 000 BANGUNAN PELENGKAP PASANG
SURUT
5 |02 | 02|06 | 001 |Unit Bangunan Jembatan (Bangunan|Baagunan
Pelengkap Pasang Surut) Air Lainnya
5 | 02| 02| 06| 002 |Unit Bangunan .Jembatan Penghalang/Bangunan
(Bangunan Pelengkap Pasang Surut) |Air Lainnya
S |02 |02 | 06 | 003 | Unit Bangunan Penutup Penangkis|Bangunan
Kotoran Air Lainnya
S |02 |02 06 | 004 |Unit Bangunan Pengukur Muka AirBangunan
(Bangunan Pelengkap Pasang Surut) |Air Lainnya
S |02 |02 06 | 005 |Unit|Bangunan Pengukur Curali Hujan Bangunan
(Bangunan Pelengkap Pasang Surut) |Air Lainnya
S | 02| 02| 06 | 999 Bangunan Pelengkap Pasang Surut|Bangunan
I Lainnya Air Lainnya
S |02 ] 02| 07 | 000 BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT
S |02 |02 Q7 | 001 |Unit|Bangunan Sawah Pasang SurutBangunan
Teknis Air Lainnya
S | 02| 02| 07 | 002 | Unit Bangunan Sawah Pasang Surnt SemiBangunan
Teknis Air Lainnya
S | 02| 02 | 07 | 003 | Unit Bangunan Sawah Pasang Surut NonBangunan
Teknis Air Lainnya
S | 02| 02| 07 | 999 Bangunan Sawah Pasang SurmatBangunan
v Lainnya Air Lainnya
o |02 |02 | 99 | 000 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG
i SURUT LAINNYA
S5 |02 | 02| 99 | 999 Bangunan Pengairan Pasang SurutBangunan
i Lainnya ' Air Lainnya
S5 |02 |03 |00 | 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA
i DAN POLDER
S |02 03] 01| 000 BANGUNAN WADUIL|
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PENGEMBANGAN RAWA

5 |02 | 03|01 | 001 |Unit|Bangunan Waduk Bendung
S | 02|03 01| 999 Bangunan Waduk Pengembangan Bangunan

I Rawa Lainnya Air Lainniya
S5 02| 03| 02| 000 BANGUNAN PENGAMBILAN

i PENGEMBANGAN RAWA

S5 |02 | 03| 02 | 001 |Unit Waduk Pengambilan Rawa Bendung
S |02 | 08| 02| 999 Bangunan Pengambilan|Bangunan

i Pengembangan Rawa Lainnya Air Lainmya
o |02 |03 | 03| 000 BANGUNAN PEMBAWA

PENGEMBANGAN RAWA
5 |02 | 03| 03| 001 |Unit [Saluran Muka (Bangunan Pembawa|Bangunan
Pengembangan Rawa) Air Lainnya

5 |02 |08 | 03| 002 |Unit|Saluran Induk (Bangunan PenibawaBangunan

[Pengenibangan Rawa) Air Lainnya
5 | 02|08 03| 003 |Unit |[Saluran Sekunder (Bangunan Bangunan
7 Pernbawa Pengembangan Rawa) Air Lainnya
5 | 02| 08| 03| 004 |Unit Saluran Tersier (Bangunan Pembawa|Bangunan
7 [Pengembangan Rawa) Air Lainnya
5 |02| 08| 03| 999 Bangunan Pembawa Pengembangan Bangunan
Rawa Lainnya Air Lainnya
5 | 02| 08| 04| 000 BANGUNAN PEMBUANG

7 PENGEMBANGAN RAWA
5 |02 ]08]| 04|00l |UnitSaluran Induk Pembuang (Bangunan Bangunan

Pembuang Pengembangan Rawa) Air Lainnya
S |02 |08 | 04 | 002 |Unit |Saluran Sekunder Pembuang/Bangunan
(Bangunan Pembuang|Air Lainnya
Pengembangan Rawa)
5 |02 | 03| 04 | 003 | Unit |[Saluran Tersier Pembuang|Banguinan
(Bangunan Pembuang|Air Lainnya
Pengembangan Rawa)
S |02 |03 | 04| 999 Bangunan Pembuang PengembanganBangunan
Rawa Lainnya Air Lainnya
S |02 | 03|05 | 000 BANGUNAN PENGAMAN
PENGEMBANGAN RAWA
S |02 | 03| 05| 001 |Unit Tanggul Keliling Bangunan
I Air Lainnya
S |02 | 03| 05| 002 | Unit Bangunan Pinta Air/Klep (Bangunan Bangunan
Pengaman Pengembangan Rawa) Air Lainnya
S | 02|03 05| 999 Bangunan Pengaman Pengembangan Bangunan
i Rawa Lainnya Air Lainnya
S5 |02 | 03| 06 | 000 BANGUNAN PELENGKAP

I PENGEMBANGAN RAWA
5 |02 | 03|06 | 001 |Unit Bangunan Bagi Dan Sadap|Bangunan
(Bangunan Pelengkap Pengembangan|Air Lainnya

Rawa)
5 |02 | 03| 06| 002 |Unit Bangunan Sadap (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengenibangan Rawa) Air Lainnya
5 |02 | 03| 06 | 003 | Unit | Bangunan Terjun (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengembangan Rawa) Air Lainnya
5 |02 |03 | 06 | 004 | Unit|Bangunan Syphon (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengembangan Rawa) Air Lainnya
5 |02 |08 ]| 06| 005 | Unit Bangunan Gorong-Gorong Bangunan
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(Bangunan Pelengkap Pengembangan
Rawa)

Air Lainnya,

5 |02 | 03| 06 | 006 |Unit Bangunan Jembatan (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengenmbangan Rawa) Air Lainnya
5 | 02|03 | 06 | 007 |Unit Bangunan Jembatan PenghalangBangunan
(Bgnan Pelengkap Pengembangan Air Lainnya
Rawa) ‘
5 |02 | 03| 06 | 008 |Unit|Bangunan Pengukur Muka Air|Bangunan
(Bangunan Pelengkap Pengembangan|Air Lainnya
Rawa)
S |02 |08 | 06| 009 |Unit | Bangunan Pengukur Curah HujanBangunan
(Bangunan Pelengkap Pengembangan Air Lainnya
Rawa)
S |02 |03 06 | 010 | Unit Bangunan Penutup Sungai Bangunan
Air Lainnya
S |02 |03 06| 011 |Unit Bangunan Stasiun Pompa|Bangunan
Pemasukan/Pembuoang Air Lainnya
> | 02| 03| 06 | 999 Bangunan Pelengkap Pengembangan|Bangunan
Rawa Lainnya Air Lainnya
S | 02| 03|07 | 000 BANGUNAN SAWAH
PENGEMBANGAN RAWA
S |02 | 03|07 | 001 |Unit Bangunan Sawah Rawa Tekiis Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 08| 07 | 002 |Unit|Bangunan Sawah Rawa Semi Teknis [Bangunan
I Air Lainnya
5 |02 | 03| 07 | 008 |Unit Bangunan Sawah Rawa Non Teknis |Bangunan
Air Lainnya
o |02 |03 | 07| 999 Bangunan ‘Sawah Pengembangan|/Bangunan
i Rawa Lainnya Air Lainnya
S |02 |03 |99 | 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA
| DAN POLDER LAINNYA
S5 |02 | 03| 99 | 999 Bangunan Pengembangan Rawa Dan|Bangunan
Polder Lainniya Air Lainnya
S5 |02 |04 | 00 | 000 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAL/
PANTAI & PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM
5 02|04 |01 | 000 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/
IPANTAL & PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM
5 | 02|04 | 01| 001 |Unit Banguna Waduk Pengaman|Bending
I Sungai/Pantai
5 |02 |04 | 01 | 002 | Unit Waduk Dengan Tanggul, Dan Pintu/Bendung
Pembuang (Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai & Penanggulangan
Bencana Alam)
S |02 |04 01| 999 Bangunan Pengaman Sungai/PantaiBangunan
& Penanggnlangan Bencana AlamAir Lainnya
Lainnya
S5 |02)| 04| 02| 000 BANGUNAN PENGAMBILAN
I PENGAMAN SUNGAI/PANTAL
S5 |02 | 04| 02| 001 |Unit Bangunan Pengambilan Pengamanan|Bangunan
Sungai Air Lainnya
S5 |02 | 04 | 02 | 002 | Unit Bangunan Pengambilan Pengamanan Bangunan
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Paritai Air Lainnya
5 02|04 02| 999 Bangunan Pengambilan PengamanBangunan
Sungai/Pantai Laitmya Air Lainnya
S5 |02 |04 | 03| 000 BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN
i SUNGAIL/PANTAI
S |02 |04 | 03| 001 |Unit | Bangunan Pembawa  Pengaman|Barnigunan
Sungai Air Lainnya
S5 |02 |04 | 03 | 002 | Unit Bangunan Pembawa  Pengaman|Barigunan
Pantai Air Lainnya
5 |02 |04 03| 999 Bangunarl Pembawa  PengamanBangunan
Sungai/Pantai Lainnya Air Lainnya
5 |02 |04 | 04| 000 BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN
SUNGAI
5 02| 04| 04 | 001 |Unit Saluran Banjir Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 04 | 04 | 002 |Unit [Saluran Drainage Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |04 | 04 | 999 Bangunan Pembuang Pengaman|Bangunan
Sungai Lainnya Air Lainnya
5 |02 |04 | 05| 000 BANGUNAN PENGAMAN
PENGAMANAN SUNGAT/PANTAL
5 |02 |04 | 05| 001 | Unit Tanggul Banjir (Rangunan Pengaman|Bangunan
Pengamanan Sungai/pantai) Air Lainnya
5 |02 | 04 | 05 | 002 | Unit Pintu Pengatur Banjir Bangunan
Air Lainnya
5 | 02| 04| 05| 003 | Unit |Coupure/Sodetan Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 04 | 05 | 004 | Unit |Kantong Pasir/Lahar/Lumpur Bangunan
Air Lainnya
S |02 |04 | 05 | 005 | Unit|Chekdam/Penahan Sedimen Bangunan
Air Lainnya
S |02 |04 | 05 | 006 | Unit |Krib Pengaman Sungai/Pantai Bangunan
Air Lainnya
S |02 | 04 | 05 | 007 | Unit |Bangunan Penguat Tebing/Pantai Bangunan
Air Lainnya
S | 02| 04 | 05 | 008 | Unit Bangunan Pelimpah Banjir Bangunan
Air Lainnya
S | 02| 04 | 05 | 009 | Unit Dam Konsolidasi Bangunan
Air Lainnya
S |02 | 04| 05 | 010 | Unit Peralatan Saringan Sampah ( PondBangunan
i Screen ) Air Lainnya
5 |02 |04 | 05| 011 |Unit Klep Pengatur Banjir Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 04| 05| 012 |Unit Bangunan Pemecah Gelombang Bangunan
i Air Lainmya
S5 |02 | 04| 05 | 013 | Unit |Bangunan Pelantaran Pantai Barigunan
Air Lainnya
S5 |02 | 04| 05| 999 Bangunan Pengaman Pengamanan|Bangunan
Sungai/Pantai Lainnya Air Lainnya
S5 |02 |04 | 06 | 000 BANGUNAN PELENGKAP
PENGAMAN SUNGAI
5 | 02|04 | 06| 001 |Unit Bangunan Syphon (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengaman Sungai) Air Lainnya |

www.peraturan.go.id




2017, No.1185

-105-
S5 |02 | 04 | 06 | 002 | Unit | Bangunan Gorong-Gorong|Barigunan
(Bangunan Pelengkap Pengaman|Air Lainnya
Sungai)
5 |02 |04 | 06 | 003 |Unit Bangunan Jembatan (BangunanBangunan
Pelengkap Pengaman Sungai) Air Lainnya
5 | 02|04 | 06 | 004 |Unit Bangunan Pengukur Muka Air[Bangunan
(Bangunan Pelengkap Pengaman Air Lainnya
Sungai)
5 |02 | 04 | 06 | 005 | Unit [Bangunan Pengukur Curah Hujan|[Bangunan
(Bgnan Pelengkap Pengaman Sungai) |Air Lainnya
S |02 |04 | 06 | 006 | Unit |Stasiun Pos Penjaga/Pengamat Bangunan
Air Lainnya
S |02 |04 | 06 | 007 | Unit |Bangunan Dermaga Bangunan
Air Lainnya
S |02 |04 | 06 | 008 | Unit |Bangunan Stasiun Pompa Pembuang Bangunan
Air Lainnya
65 |02 | 04| 06 | 009 | Unit |Warning System Bangunan
Air Lainnya
6 |02 | 04| 06 | 999 Bangunan  Pelengkap Pengaman|Bangunan
Sungai Lainnya Air Lainnya
65 |02 | 04| 99 | 000 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAIL/
PANTAT & PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM LAINNYA
S |02 |04 | 99 | 999 Bangunan Pengaman Sungai/pantaiBangunan
& Penanggulangan Bencana Alam|Air Lainnya
i Lainnya
5 |02 | 05|00 | 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN
SUMBER AIR DAN AIR TANAH
o |02 | 05| 01| 000 BANGUNAN WADUIK
PENGEMBANGAN SUMBER AIR
| S5 |02 | 05|01 | 001 |Unit Embung/Waduk Lapangan Bendung
S |02 |05 |01 | 999 Bangunan Waduk PengembanganBangunan
, Sumber Air Lainnya ‘  |Air Lainniya
S5 |02 |05 | 02| 000 BANGUNAN PENGAMBILAN
i PENGEMBANGAN SUMBER AIR
S5 |02 | 05|02 | 001 |Unit Sumur Dengan Pompa (BangunanBangunan
Pengambilan Pengembangan Sumber|Air Lainnya
Air)
5 |02 | 05| 02| 002 | Unit |Stumur Artetis Bangunan
, Air Lainnya
5 |02 |05| 02| 999 Bangunan PengamDbilan Bangunan
7 Pengembangan Sumber Air Lainnya  |Air Lainnya
5 | 02| 05| 03| 000 BANGUNAN PEMBAWA
PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5 |02 | 05| 03 | 001 |Unit|Saluran Tersier (Bangunan Pembawa|Bangunan
Pengembangan Sumber Air) Air Lainnya
5 02| 05| 03| 002 |Unit Saluran Kuartier Bangunan
Air Lainnya
S |02 |05 | 03| 999 Bangunan Pembawa PengembanganBangunan
Sumber Air Lainnya Air Lainnya
S |02 |05 |04 | 000 BANGUNAN PEMBUANG
PENGEMBANGAN SUMBER AIR
S |02 |05 | 04| 001 |Unit|Saluran Pembuang Bangunan
Air Lainnya
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S |02 |05 | 04 | 999 Bangunan Pembuang Pengembangan|Bangunan
Sumber Air Lainnya Air Lainnya
S |02 |05 05| 000 BANGUNAN PENGAMAN
PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5 |02 | 05|05 | 001 |Unit Bak Penampung/Kolam/ Menara|Bangunan
Penanipungan Air Lainnya
5 |02 | 05| 05| 002 |Unit Bangunan Klimatologi Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |05 05 | 008 | Unit | Bangunan Hidronietri Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 05| 05| 004 |Unit Stumur Pengamatan Bangunan
Air Lainnya
5 02| 05|03 | 999 Bangunarn Pengaman Pengembangan Bangunan
Sumber Air Lainnya Air Lainnya |
5 02|05 06 | 000 BANGUNAN PELENGKAP,
7 PENGEMBANGAN SUMBER AIR
5 |02 | 05|06 | 001 |UnitBangunar Terjun (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
Air)
5 |02 |05 | 06 | 002 | Unit |Bangunan Talang (Bangunan Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
Air)
5 |02 | 05| 06 | 003 | Unit | Bangunan Syphon (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
Air)
S | 02| 05| 06 | 004 |Unit Bangunan Gorong-Gorong (BgnanBangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
, Air)
S5 |02 | 05| 06 | 005 |Unit Bangunan Box Tersier (Bangunan/Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
, Air)
5 |02 | 05| 06 | 006 |Unit Bangunan Jembatan (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Pengembangan Sumber|Air Lainnya
Air)
5 |02 | 05| 06| 999 Bangunan Pelengkap FPengembanganBangunan
Sumber Air Lainnya Air Lainnya
5 | 02| 05|07 | 000 BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR
7 TANAF
5 |02 | 05| 07 | 001 |Unit Bangunan Sawah Irigasi Air TanahBangunan
Teknis Air Lainnya
5 | 02| 05| 07 | 002 |Unit Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah/Bangunan
Semi Teknis Air Lainnya
' 5 | 02| 05| 07 | 008 |Unit Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah/Bangunan
Non Teknis Air Lainnya
5 |02 |05 | 07 | 999 Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah|Bangunan
Lainnya Air Lainnya
S |02 |05 |99 | 000 BANGUNAN PENGEMBANGAN
SUMBER AIR DAN AIR TANAH
LAINNYA
S | 02|05 |99 | 999 Bangunan Pengembangan SumberBangunan
Air Dan Air Tanah Lainnya Air Lainnya
S |02 | 06| 00| 000 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
5 |02 | 06| 01| 000 BANGUNAN WADUK AIR BBERSIH/
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I AIR BAKU
5 |02 06|01 | 001 |Unit Waduk Penyimpanan Air Baku Bendung
S |02 | 06 | 01 | 002 | Unit Waduk Penvimpanan Air Hojan Bendung
S | 02|06 | 01| 003 | Unit Bak Penyimpanan/Tower Air Baku  |Bangunan
Air Lainnya
S | 02|06 | 01| 999 Bangnnan Waduk Air Bersih/AirBangunan
Baku Lainnya Air Lainnya
S |02 |06 | 02| 000 BANGUNAN PENGAMBILAN AIR
i BERSIH/AIR BAKU
S5 |02 | 06| 02| 001 |Unit Bangunan Pengambilan Dari Waduk |Bangunan
i V Air Lainnya
S5 |02 | 06 | 02 | 002 | Unit |Bangunan Pengambilan Dari Sungai [Bangunan
| Air Lainnya
S5 |02 | 06 | 02 | 003 | Unit |Bangunan Pengambilan Dari Danau |[Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 06 | 02 | 004 | Unit Bangunan Pengambilan Dari Rawa  |Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |06 | 02| 005 | Unit Bangunan Pengambilan Dari Air Laut [Bangunan
) Air Lainnya
5 |02 |06 | 02 | 006 | Unit|Bangunan Pengambilan Dari Sumber|/Bangunan
7 |Air Air Lainnya
5 |02 |06 | 02| 007 |Unit Bangunan Pengambilan Dari Sumur|Bangunan
7 Artetis Air Lainnya
5 |02 |06 | 02| 999 Bangunan Pengambilan Air Bersih/|[Bangunan
Air Baku Lainnya Air Lainnya
5 |02 )| 06| 03| 000 BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/
AIR BAKU
5 |02 |06 | 03| 001 |UnitSaluran Pembawa Air Baku Terbuka |Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |06 | 03 | 002 |Unit |Saluran Pembawa Air Baku Tertutup |Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |06 | 03| 999 Bangunan Pembawa Air Bersih/Air|Bangunan
Baku Lainnya Air Lainnya
S |02 |06 |04 | 000 BANGUNAN PEMBUANG AIR
BERSIH/AIR BAKU
S5 |02 | 06| 04| 001 |Unit |[Saluran Pembuang Air Cucian AirBangunan
Baku Air Lainnya
5 |02 | 06| 04 | 002 |Unit |Saluran Pembuang Air Cucian|Bangunan
Instalasi Air Lainnya
5 |02 | 06| 04 | 999 Bangunan Pembuang Air Bersih/Air|Bangunan
Baku Lainnya Air Lainnya
S |02 |06 | 05| 000 BANGUNAN PELENGKAP AIR
BERSIH/AIR BAKU
S |02 |06 | 05| 001 |Unit Bangunan Talang (Bangunan Bangunan
Pelengkap Air Bersih/air Baku) Air Lainnya
S |02 |06 | 05| 002 | Unit |Bangunan Syphon (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Air Bersih/air Baku) Air Lainnya
S |02 | 06 | 65 | 008 | Unit [Bangnnan Gorong-GorongBangunan
(Bangunan Pelengkap Air Bersihi/air|Air Lainnya
Balu)
S |02 | 06| 05| 004 |Unit Bangunan Jembatan (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Air Bersih/air Baku) Air Lainnya
S |02 | 06| 05| 005 |Unit Bangunan Penampung Air Baku Bangunan
Air Lainnya,
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S5 |02 | 06| 05| 006 | Unit Bangunan Hidran Umum Bangunan
Air Lainnya
5 |02 | 06 | 05 | 007 |Unit Bangunan Mandi Cucl Kakus (MCK) |Bangunan
Air Lainnya
5 | 02|06 | 05 | 008 |Unit Bangunan Menara/Bak Bangunan
Penanipung/Reservoir Air Minum Air Lainnya
5 02| 06| 05| 009 |Unit Bangunan Buster Pump Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |06 | 05| 999 Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air[Bangunan
Baku Lainnya Air Lainnya
5 |02 | 06 | 99 | 000 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU
LAINNYA
5 |02 |06 |99 | 999 Bangunan Air Bersih/air Baku|Bangunan
Lainnya Air Lainnya
5 |02 | 07| 00| 000 BANGUNAN ATR KOTOR
6 |02 |07 | 01| 000 BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR
5 |02 |07 | 01 | 001 |Unit [Saluran Pengumpul Air Hujan Bangunan
Air Lainnya
5 |02 |07 | 01 | 002 | Unit |Saluran Pengumpul Air BuanganBangunan
Domestik Air Lainnya
5 |02 |07 | 01| 003 | Unit |[Saluran Pengumpul Air Buangan|Bangunan
Industri Air Lainnya
5 | 02| 07| 01 | 004 | Unit |Saluran Pengumpul Air Buangan|[Bangunan
Pertanian Air Lainnya
5 |02 | 07| 01| 999 Bangunan Pembawa Air Kotor|Bangunan
Lainnya Air Lainnya
5 |02 | 07 | 02 | 000 BANGUNAN WADUK AIR KOTOR
5 |02 |07 | 02 | 001 |Unit Waduk Air Huajan Bendung
5 |02 |07 | 02| 002 | Unit Waduk Air Buangan Domestik Bendung
5 |02 |07 | 02| 003 | Unit Waduk Air Buangan Industri Bendung
| 5 |02 | 07| 02 | 004 | Unit Waduk Air Buangan Pertanian Bendung
5 02|07 | 02| 999 Bangunan Waduk Air Kotor Lainrnya |Bargunan
Air Lainnya
5 /02|07 | 03| 000 BANGUNAN PEMBUANG ATR KOTOR
5 | 02|07 | 03| 001 |Unit |Saluran Pembuang Air Buangan AirBangunan
Hujan Air Lainnya
5 | 02| 07| 03| 002 |Unit|Saluran Pembuang Air Buangan|/Bangunan
Domestik Air Lainnya
5 |02 |07 | 03 | 003 | Unit |Saluran Pembuang Air Buangan Air|Bangunan
Industri Air Lainnya
S |02 |07 | 03 | 004 | Unit |Saluran Pembuang Air Buangan AirBangunan
Pertanian Air Lainnya
S |02 |07 | 03| 999 Bangunan Pembuang Air KotorBangunan
Lainnya Air Lainnya
5 |02 |07 ] 04| 000 BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR
-5 |02 |07 | 04 | 001 |Unit | Bangunan Pompa Air Hujan Bangunan
Air Lainnya
S |02 |07 | 04 | 002 | Unit|Bangunan Pompa Air BuanganBangunan
Domestik Air Lainnya
5 | 02| 07 | 04 | 003 | Unit Bangunan Pompa Air Buangan|Bangunan
Industri Air Lainnya
5 |02 |07 | 04 | 004 | Unit Bangunan Pompa Air Buangan|Bangunan
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Pertanian Air Lainnya
02 | 07 | 04 | 999 Bangunan Pengaman Air KotorBangunan
Lainnya Air Lainniya
02 | 07 | 05 | 000 BANGUNAN PELENGKAP ATR KOTOR
02 | 07 | 05 | 001 |Unit Bangunan Talang (Bangunan|Bangunan
Pelengkap Air Kotor) Air Lainmya
02 | 07 | 05 | 002 | Unit [Bangunan Syphon (BangunanBangunan
Pelengkap Air Kofor) Air Lainmya
02 | 07 | 05 | 003 | Unit [Bangunan Gorong-GorongBanigunan
(Bangunan Pelengkap Air Kotor) Air Lainniya
02 | 07 | 05 | 004 |Unit [Bangunan Jembatan (BangunanBangunan
Pelengkap Air Kotor) Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 005 | Unit Bangunan Bak Kontrol/Man Hole Bangunan
Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 006 | Unit [Saluran Air Kotor Sambungan Dari|Bangunan
Rumah ' Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 007 | Unit |Bangunan (Box) Culvert Banigunan
Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 008 | Unit |Multiple Pipa Arches Bangunan
Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 009 | Unit Bangunai Plat Deker Bangunarn
Air Lainnya
02 | 07 | 05 | 999 Bangunan Pelengkap Air Kotor|Bangunan
Lainnya Air Lainnya
02 | 07 | 99 | 000 BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA
02 | 07 | 99 | 999 Bangunan Air Kotor Lainnya Bangunan
Air Lainnya
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